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BAB I. 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 

 

A. Gambaran Permasalahan 

1. Latar Belakang 

Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi sektor kelautan dan 

perikanan yang sangat besar dan strategis. Dengan panjang garis 

pantai mencapai lebih dari 570 km, luas perairan laut sekitar 800 ribu 

hektar, dan perairan daratan seluas 2,5 juta hektar (terluas kedua se-

Indonesia, berdasarkan Dokumen Materi Teknis RZWP3K 2020) 

provinsi ini menyimpan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. 

Potensi produksi perikanan budidaya mencapai ±500.000 ton per tahun, 

sementara perikanan tangkap baik di laut maupun di perairan umum 

daratan memiliki potensi produksi hingga ±100.000 ton per tahun 

(laporan tahunan data statistik 2024). Hal ini menjadikan sektor 

kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi biru daerah 

yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan 

kerja, serta ketahanan pangan dan gizi masyarakat. 

Namun, besarnya potensi tersebut tidak serta merta menjamin 

efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan jika tidak diiringi dengan 

penyusunan target dan capaian yang berbasis data yang valid dan 

aktual. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang semakin 

menuntut akuntabilitas dan ketepatan sasaran, maka setiap kebijakan, 

program, dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Selatan harus bersandar pada data 

yang terpercaya serta penggunaan dan pengelompokan indikator yang 

dapat mengukur dengan tepat tingkat keberhasilan tujuan 

pembangunan. 

Data yang valid dan aktual tidak hanya menjadi dasar untuk 

merumuskan indikator kinerja yang realistis, tetapi juga menjadi 

instrumen utama dalam merespons isu-isu strategis di lapangan, 

seperti: rendahnya pendapatan pelaku usaha perikanan sebagai akibat 
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dari kontraksi sektor ekonomi lain, belum optimalnya produksi dan 

pemanfaatan perairan daratan, serta degradasi sumber daya perikanan 

akibat aktivitas illegal fishing dan perubahan iklim. Tanpa data yang 

tepat, maka program yang dilahirkan cenderung tidak menyentuh 

kebutuhan riil masyarakat dan berisiko tumpang tindih atau tidak efektif 

dalam pelaksanaannya. 

Saat ini, laporan mengenai capaian target pembangunan 

kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan masih bergantung 

pada data yang disajikan oleh Validator Data Statistik Bidang Teknis 

yang merupakan agregasi dari data yang dikumpulkan oleh petugas 

pendamping teknis kelautan dan perikanan (PPTKP), penyuluh 

perikanan dan Validator 17 Kabupaten/Kota. Meskipun data ini 

memberikan gambaran yang cukup mengenai progres program-

program yang telah dilaksanakan, namun masih terdapat keterbatasan 

yang signifikan dalam hal integrasi dan validitas data. Data yang 

disajikan oleh PPTKP, penyuluh perikanan dan Validator 17 

Kabupaten/Kota umumnya dikumpulkan dan dikelola secara terpisah, 

tanpa adanya sistem yang dapat menggabungkan dan memverifikasi 

data tersebut dengan data yang lebih komprehensif dan valid dari 

sumber lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga validitas 

datanya masih mengundang perdebatan. 

Keterbatasan ini menyebabkan ketidakterpaduan dalam 

penyusunan laporan capaian, sehingga ada potensi ketidakakuratan 

dalam perencanaan dan evaluasi program. Tanpa adanya integrasi 

antara data yang dikumpulkan oleh PPTKP, penyuluh perikanan, 

Validator dari Kabupaten/Kota dan data resmi dari BPS, kebijakan yang 

dihasilkan berisiko tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan aktual di 

lapangan. Hal ini mengurangi efektivitas pengambilan keputusan yang 

berbasis data yang valid dan terkini. Keterbatasan penggunaan data ini 

akan semakin menghawatirkan dengan adanya Undang-Undang 

Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023 bahwa 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan terkait dengan 



 

3 
 

larangan bagi instansi pemerintah untuk melakukan rekrutmen tenaga 

honorer baru per 1 Januari 2025 dimana sebagian besar Penyuluh 

Perikanan dan PPTKP berstatus Honorer. 

Untuk itu, penting untuk mengintegrasikan data dari berbagai 

sumber baik PPTKP, penyuluh perikanan dan BPS dalam satu 

dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi acuan baku 

sehingga dapat dijadikan dasar penentuan kebijakan yang lebih tepat 

sasaran, Penentuan Target Kinerja yang terukur, dan dapat diandalkan 

dalam perencanaan Program/Kegiatan yang lebih efektif ke depannya. 

Selain permasalahan tersebut, indikator kinerja yang selama ini 

dipakai pada Renstra 2019-2023, serta RKP 2024-2026 (Rentra 

antara/transisi) yang saat ini tidak berlaku lagi, belum sepenuhnya 

menjawab keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat pelaku 

usaha perikanan. Selama ini, Produksi perikanan budidaya dan 

produksi perikanan tangkap masih menjadi Indikator Kinerja Utama 

(IKU) DKP Provinsi Sumatera Selatan. Padahal indikator tersebut tidak 

sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat 

kelautan dan perikanan karena kesejahteraan masyarakat masih 

dipengaruhi indikator dari sektor ekonomi lain seperti naik turunnya 

daya beli masyarakat, harga sembako, harga bahan bakar minyak dan 

lain-lain. 

Kondisi ini memerlukan penetapan indikator yang lebih 

menggambarkan kesejahteraan seperti Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan 

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) karena indikator ini Mengukur 

daya beli nelayan sebagai pelaku utama di subsektor perikanan 

tangkap dan budidaya yang membandingkan antara indeks harga yang 

diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar 

nelayan/pembudidaya ikan (Kepmen KP-RI Nomor 36 Tahun 2023). 

Ringkasnya, Permasalahan yang menyebabkan Validitas data 

dan Akutabilitas kinerja belum optimal adalah sebagai berikut : 
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a) Belum optimalnya sistem penyusunan target dan capaian kinerja 

berbasis data yang valid dan aktual.  

b) Masih kurangnya koordinasi, integrasi dan pembaruan data antar 

unit kerja / Bidang teknis pengampu data statistik. 

c) Belum tepatnya penyusunan/pengelompokan indikator 

pembangunan kelautan dan perikanan pada dokumen Renstra 2019-

2023 dan juga pada RPD DKP 2024-2026. 

d) Belum terimplementasinya Indikator Kesejahteraan Masyrakat (IKM) 

seperti NTN dan NTPI secara konsisten serta terfokus dalam 

dokumen perencanaan (Renstra DKP 2019-2023). 

e) Potensi kehilangan sumber data lapangan akibat kebijakan 

penghapusan tenaga honorer per Januari 2025.  

f) Penilaian terhadap SAKIP pada Dinas Kelautan Perikanan oleh 

Inspektorat yang dikoordimasikan dengan Kemendagri dan 

Kemenpan-RB pada masa Renstra 2019-2023 dalam 5 tahun 

tersebut belum optimal dan mendapatkan nilai B, sebagai akibat 

indikator capaian IKU dan IKK yang bias. 

Menyadari hal tersebut, aksi perubahan yang berjudul 

“Peningkatan Akuntabilitas Target Dan Capaian Kinerja Dengan 

Menggunakan Data Yang Valid Dan Aktual Pada Renstra Dinas 

Kelautan Dan Perikanan 2025-2029” ini disusun dalam rangka 

menghadirkan Indikator Kinerja yang dapat digunakan sebagai 

pengukur tingkat keberhasilan pembangunan serta data capaian yang 

validitasnya diakui secara nasional sehingga melahirkan kebijakan 

yang responsif, program yang adaptif, serta kegiatan yang benar-benar 

menjawab permasalahan aktual di sektor kelautan dan perikanan 

daerah yang akan dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis 

(Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029. 

Melalui Penyusunan Target indikator Kinerja yang terukur 

dengan menggunakan data yang valid dan aktual, diharapkan Dinas 

Kelautan dan Perikanan mampu menjadi institusi yang tangguh, adaptif, 

dan terdepan dalam mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan 
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perikanan yang berkelanjutan dan tepat sasaran untuk mendukung 

kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). 

B. Tujuan  

Pembagian tujuan dari Aksi Perubahan ini meliputi 3 (tiga), yaitu: 

A. Tujuan Jangka Panjang (1-2 tahun) 
✓ Meningkatnya Penilaian SAKIP DKP Provinsi Sumatera Selatan 

ke Grade AA 

✓ Terlaksananya semua Program/Kegiatan yang tertuang pada 

dokumen RENSTRA DKP 2025–2029 untuk menunjang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan (SAKIP) yang 

mendukung terwujudnya Good governance. 

B. Tujuan Jangka Menengah ( 6 Bulan) 

✓ Dijadikannya NTN dan NTPi sebagai indikator kinerja utama pada 

Dokumen Renstra 2025-2029. 

✓ Mulai dilaksanakan nya penerapan evaluasi indikator dan target 

capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 (untuk 

melihat efektifitas keterukuran indikator terhadap capaian tujuan 

pembangunan). 

 

C. Tujuan Jangka Pendek (0-3 bulan) 

✓ Terbentuknya Tim Efektif 

✓ Tersedianya format standar pengumpulan dan verifikasi data 

Indikator kinerja pembangunan kelautan dan perikanan 

menggunakan Google form dan Google Spreadsheet 

✓ Koordinasi awal dengan bidang teknis/UPTD terkait penyusunan 

target dan capaian kinerja berbasis data valid. 

✓ Diperoleh baseline data indikator dan capaian kinerja sektor 

kelautan dan perikanan yang valid dan bisa dijadikan dasar 

penyusunan dan penetapan indikator kinerja utama serta 

indikator kinerja kunci. 

✓ Tersusun nya target capaian indikator kinerja 5 (Lima) tahun 

yang akan datang (2025-2029). 

✓ Terselaksananya sinkronisasi data melalui koordinasi intensif  

dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan 

✓ Tersusunnya Draft dokumen RENSTRA DKP 2025–2029 

Dengan mensinergikan Tujuan pembangunan Pusat, Provinsi 

dan juga Kab/Kota dan mengimplementasikan Peraturan 

penyusunan Resntra yang benar. 
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C. Manfaat Aksi Perubahan 

1. Bagi Organisasi (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Sumatera Selatan) 

Aksi perubahan ini memberikan manfaat strategis bagi Dinas 

Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam hal peningkatan kualitas tata 

kelola perencanaan dan pelaporan kinerja. Dengan 

mengimplementasikan indikator target dan capaian berbasis data valid 

dan aktual yang tertuang pada RENSTRA 2025-2029 akan memberi 

manfaat: 

a) Menyusun target dan capaian kinerja yang realistis dan terukur, 

berdasarkan kebutuhan lapangan dan indikator kinerja utama yang 

diakui secara nasional (NTN dan NTPi). 

b) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan 

program/kegiatan, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang 

lebih tepat sasaran. 

c) Mewujudkan satu data pembangunan kelautan dan perikanan 

yang dapat diakses dan dijadikan dasar dalam dokumen strategis 

seperti Renstra 2025–2029 dan Renja tahunan. 

d) Mengurangi risiko kebijakan yang tumpang tindih, karena 

penyusunan program akan berbasis pada kondisi nyata dan 

kebutuhan masyarakat. 

e) Meningkatkan nilai akuntabilitas capaian kinerja;  Dengan 

menjadikan NTN dan NTPi sebagai IKU dan dipisahkan dengan 

Produktifitas akan lebih menggambarkan Tujuan Utama dari 

Pembangunan Kelautan dan Perikanan. 

2. Bagi Stakeholder 

Aksi perubahan ini juga membawa manfaat luas bagi para 

pemangku kepentingan (stakeholder), baik internal maupun eksternal 

DKP: 

a) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota (17 wilayah): Memperoleh 

informasi target capaian dan indikator untuk Menyusun Renstra, 

Renja dan LAKIP yang lebih menggambarkan Tingkat capaian 

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masing-masing 

Kabupaten/Kota. 
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b) Bagi Penyuluh Perikanan dan PPTKP: Mendapat wadah untuk 

menyampaikan data lapangan yang diakui dan digunakan dalam 

penyusunan kebijakan. 

c) Bagi Badan Pusat Statistik (BPS): Terwujudnya sinergi data 

antara statistik resmi dan data sektoral dari DKP. 

d) Bagi Bappeda: Dapat memanfaatkan data DKP yang valid sebagai 

acuan dalam proses perencanaan daerah. 

e) Bagi Pelaku Usaha Perikanan: Program dan bantuan menjadi 

lebih tepat sasaran karena disusun berdasarkan data kesejahteraan 

aktual. 

f) Bagi Masyarakat Umum: Terbuka akses terhadap data capaian 

pembangunan kelautan dan perikanan serta meningkatnya 

kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. 

g) Bagi Akademisi dan Peneliti: Ketersediaan data yang terintegrasi 

membuka peluang kolaborasi riset dan pengembangan kebijakan 

berbasis ilmiah.  

 D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan 

Aksi perubahan ini berlaku di lingkungan Dinas Kelautan dan 

Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam hal 

penyusunan Program/Kegiatan dan Pelaporan capaian pembangunan 

sektor Kelautan dan Perikanan. 

Ruang lingkup aksi perubahan difokuskan pada upaya 

Peningkatan Akuntabilitas Target Dan Capaian Kinerja dengan 

Menggunakan Data yang Valid dan Aktual serta penggunaan dan 

pengelompokan Indikator Kinerja (IKU dan IKK) yang tepat pada 

Renstra 2025-2029, yang dilaksanakan selama masa off campus. 

Aksi ini dirancang untuk mengintegrasikan sumber-sumber data 

dari berbagai unit teknis seperti Penyuluh Perikanan, PPTKP, dan 

data resmi dari BPS, agar dapat menghasilkan target capaian 

pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan lebih menggambarkan 

Goals dari Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan. 
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Dalam aksi perubahan ini, beberapa hal penting yang menjadi 

ruang lingkup antara lain mencakup: 

1. Mensinergikan Visi dan Misi serta Sasaran Strategis 

Pemerintah Daerah (Gubernur) yang menjadi tugas Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, khususnya 

dalam hal perencanaan dan evaluasi kinerja sektor kelautan dan 

perikanan. 

2. Mengimplementasikan Kepmen KP-RI Nomor 36 Tahun 2023 

tentang indikator kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan: 

Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 

(NTPi) 

3. Menyusun/Mengelompokan indikator kinerja pada dokumen 

Renstra 2025-2029 sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 89 

Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah 

4. Penyusunan format standar pengumpulan dan verifikasi data 

yang dapat dijadikan Baseline data dengan menggunakan Google 

form dan Google Spreadsheet. Sehingga mendapatkan data 

yang Aktual dan Faktual. 

5. Mensrinkronkan data target dan capaian indikator dengan instansi 

pemangku pengelola data (BPS Sumsel) 

Melalui ruang lingkup ini, aksi perubahan diharapkan mampu 

melahirkan Dokumen Renstra yang memuat target dan pelaporan 

kinerja yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis bukti, serta menjadi 

acuan dalam pengambilan kebijakan (penyusunan program dan 

kegiatan) yang lebih tepat sasaran dan akuntabel di sektor kelautan 

dan perikanan Provinsi Sumatera Selatan.  
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E. Profil Organisasi 

1. Profil dan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera 

Selatan dalam tugasnya mendukung kinerja Pemerintah Daerah 

 

Gambar 1.1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan 

  Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 70 

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan serta Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan pasal 48 menyatakan 

bahwa Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera 

Selatan adalah untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas 

dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi-fungsi yang 

diberikan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut sebagaimana 

tercantum pada pasal 49 adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, 

kepegawaian dan keuangan. 

b. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan 

Gubernur. 

c. Pembinaan teknis dan pengendalian pelaksanaannya, pengelolaan 

kekayaan Provinsi, serta perumusan dan penyiapan kebijaksanaan 
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umum di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

d. Pelaksanaan dan pengawasan tugas kelautan dan perikanan untuk 

menjamin pemanfaatan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan 

serta berwawasan lingkungan. 

e. Pelaksanaan sebagian tugas penatagunaan, pengembangan, 

pendayagunaan dan penyerasian pemanfaatan sumber daya hayati 

perairan, serta perizinan kelautan dan perikanan. 

f. Pelaksanaan pengembangan dan penyerasian institusi masyarakat 

dan dunia usaha di bidang kelautan dan perikanan. 

g. Pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan. 

h. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas 

pokoknya. 

i. Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan. 

j. Pengawasan teknis sesuai dengan tugas pokoknya. 

k. Penelitian dalam bidang perikanan spesifik Provinsi sesuai dengan 

masalah keperluan dan kondisi lingkungan khusus suatu Provinsi. 

l. Pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran. 

m. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup 

tugasnya. 

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas 

dan fungsinya.  

 

  Dalam pembangunan lima tahun ke depan, Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan mempunyai cita-cita yang harus dilaksanakan secara 

objektif, realistis dan dapat dibuktikan keberhasilannya dengan capaian 

indikator yang tepat. Oleh karena itu, Provinsi Sumatera Selatan dengan 

arahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tengah menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, dimana 

Misi pembangunan Provinsi Sumsel 2025-2029 adalah “SUMSEL MAJU 

TERUS UNTUK SEMUA”. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi 

tersebut dijabarkan dalam 7 (Tujuh) Visi dan 12 Sasaran Strategis.  
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7 Visi yang dimaksud, yaitu: 

a) Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, 

cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban 

melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

sumber daya manusia yang berdaya saing 

b) Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan 

berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan 

untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat. 

c) Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan 

pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya 

mengatasi perubahan iklim. 

d) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar 

kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah 

lingkungan. 

e) Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta 

perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka 

kemiskinan 

f) Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik 

berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas 

g) Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam 

masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada 

kearifan lokal. 

Sementara, 12 Program Strategis itu adalah: 

1) Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat 

2) Melanjutkan Program Berkat (Berobat Gratis Ber-KTP) 

3) Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 

4) Pendidikan yang Berkeadilan 

5) Infrastruktur Tuntas Merata 

6) Sumsel Interkoneksi 

7) 100.000 Sultan Muda Sumsel 

8) Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya 

9) Sumsel Wonderful 2030 
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10) Sumsel Berintegritas dan Melayani 

11) Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak 

12) Revitalisasi Pasar Tradisional 

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam 

melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di 

bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) 

Provinsi Sumatera Selatan memegang peranan strategis dalam 

mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah “Sumsel Maju Terus 

untuk Semua”. Melalui fungsi-fungsi yang diembannya, seperti pembinaan 

teknis, pengawasan, penyuluhan, hingga pengelolaan sumber daya 

kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, DKP Sumsel menjadi ujung 

tombak dalam peningkatan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya 

lokal. 

Fungsi DKP sangat erat kaitannya dengan misi pembangunan 

Sumatera Selatan, khususnya dalam mendorong ketahanan pangan dan 

ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, serta penguatan keterkaitan antara 

ketahanan pangan, energi, dan kedaulatan air. Selain itu, kegiatan seperti 

pembinaan usaha perikanan, penyuluhan, hingga pengembangan teknologi 

tepat guna di sektor perikanan juga berkontribusi terhadap peningkatan 

pendapatan masyarakat pesisir dan perairan umum, membuka lapangan 

kerja baru, serta menciptakan sumber daya manusia yang inovatif dan 

produktif. 

Dengan sinergi yang kuat antara kebijakan teknis DKP dan arah 

pembangunan daerah, diharapkan Sumatera Selatan mampu menjadi 

provinsi yang tidak hanya unggul dalam pengelolaan potensi sumber daya 

alamnya, tetapi juga berdaya saing tinggi di tingkat nasional, bahkan global, 

dalam sektor kelautan dan perikanan. 
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Berikut ini adalah hubungan antara 7 Visi Gubernur, 12 Program Strategis, 

dan Tugas serta Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi 

Sumatera Selatan 

Tabel 1.1. Keterkaitan dengan 7 Visi Gubernur Sumsel 2025–2029 

Visi Gubernur Relevansi dengan Tugas DKP 

Visi 1: Mewujudkan 
masyarakat 
berkualitas, sehat, 
produktif 

DKP melalui program perikanan berkontribusi pada 
peningkatan konsumsi ikan (AKI) → mendukung gizi 
& kesehatan masyarakat. Data valid diperlukan 
untuk merancang intervensi tepat sasaran. 

Visi 2: Ketahanan 
ekonomi berbasis 
sumber daya lokal 

DKP bertanggung jawab atas pengelolaan sumber 
daya kelautan dan perikanan lokal. IKU seperti 
NTN/NTPI penting untuk mengukur kesejahteraan 
nelayan/budidaya secara berkelanjutan. 

Visi 3: Ketahanan 
pangan dan 
perubahan iklim 

Produksi perikanan yang optimal mendukung 
ketahanan pangan; data capaian akurat membantu 
mitigasi dampak perubahan iklim berbasis bukti. 

Visi 5: Perluasan 
kesempatan kerja 

Sektor kelautan & perikanan membuka lapangan 
kerja signifikan, terutama di daerah pesisir. 
Perencanaan kinerja berbasis data memperkuat 
peluang usaha. 

Visi 6: Tata kelola 
pemerintahan 
berbasis digital 

Aksi perubahan memperkuat tata kelola berbasis 
digital dalam perencanaan dan evaluasi program 
DKP secara lebih akuntabel. 

 

Tabel 1.2. Keterkaitan dengan 12 Sasaran/Program Strategis Gubernur 

Program Strategis Kontribusi DKP 

Gerakan Sumsel Mandiri 

Pangan (GSMP) 

DKP memiliki peran vital melalui peningkatan 

produksi dan distribusi ikan konsumsi. Aksi 

perubahan memastikan data produksi & 

konsumsi akurat mendukung GSMP. 

Sumsel Berintegritas dan 

Melayani 

Penguatan sistem pelaporan dan indikator kinerja 

mendukung pelayanan publik yang transparan 

dan akuntabel. 

100.000 Sultan Muda 

Sumsel 

DKP bisa mendorong regenerasi pelaku usaha 

sektor perikanan dengan menyajikan data 

peluang usaha berbasis wilayah. 

Program Kesejahteraan 

dan Kesehatan 

Perempuan dan Anak 

Konsumsi ikan sebagai sumber protein 

berkualitas tinggi berdampak pada gizi anak dan 

ibu. Aksi perubahan ini menyediakan data AKI 

yang akurat. 
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2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Sumatera Selatan sebagaimana tercantum pada Peraturan Gubernur 

Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera 

Selatan pada Bab III Pasal 3 adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

2. Sub Bagian Keuangan 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  

c. Bidang Perikanan tangkap, membawahi : 

1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap  

2. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan 

3. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan 

d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi : 

1. Seksi Produksi Pengembangan Usaha dan Desiminasi Teknologi 

Budidaya 

2. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya  

3. Seksi Perbenihan dan Pengendalian Lingkungan Budidaya 

e. Bidang Pengembangan Usaha, Pemasaran, Mutu Hasil Kelautan dan 

Perikanan, membawahi : 

1. Seksi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan  

2. Seksi Mutu, Diversifikasi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan  

3. Seksi Pengembangan Usaha Hasil Perikanan dan Kelautan 

f. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perairan Umum Daratan, 
pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi : 

1. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  

2. Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, Perairan Umum Daratan 

dan Pulau-Pulau Kecil  

3. Seksi Pendayagunaan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan 
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g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari 3 (dua) UPTD, 

yaitu : 

1. Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut, yang berdasarkan 

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2018 pasal 

8 dan pasal 9 mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 

• Tugas Pokok adalah untuk merencanakan, melaksanakan, 

membina, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan program 

yang terkait dengan bidang budidaya perikanan air payau dan 

laut. 

• Fungsi : 

- Penyusuanan program dan rencana kerja tahuanan; 

- Penyediaan benih dan calon induk yang bermutu; 

- Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan 

air payau dan laut; 

- Pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan dan mencegah 

dan kontaminasi penyakit, bahan kimia berbahaya yang 

bersifat karsinogenik dan toksin; 

- Pelaksanaan uji lapang teknologi budidaya air payau dan 

laut; 

- Penyampaian laporan kegiatan UPTD; 

- Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi 

dan Pelaksanaan serta Fungsional; 

- Pengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan 

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

2. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan 

(LPPMHP), yang berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera 

Selatan Nomor 23 Tahun 2018 pasal 12 mempunyai tugas pokok 

dan fungsi sebagai berikut : 

1. Tugas Pokok adalah untuk melakukan koordinasi, fasilitasi 

evaluasi dan pelaporan dalam hal pengujian dan penerapan, 

bimbingan diversifikasi produk perikanan, sertifikasi produk 

serta penerapan mutu hasil perikanan.  
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2. Fungsi : 

- Pelaksanaan pengujian dan penerapan mutu, keamanan 

pangan pangan hasil kelautan dan perikanan serta lembaga 

sertifikasi produk hasil perikanan; 

- Pelaksanaan bimbingan pemenuhan pesyaratan SNI; 

- Pelaksanaan penerapan mutu sebagai bahan penyiapan 

rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); 

- Pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi registrasi pelaku 

usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 

- Pelaksanaan monitoring hasil perikanan; 

- Pengawasan dan pembinaan terkait kepegawaian, 

ketatausahaan, perencanaan anggaran, keuangan, 

pengolahan data dan penerbitan sertifikasi; 

- Pelaksanaan koordinasi dengan bidang, instansi dan 

lembaga terkait lainnya di bidang pengujian dan penerapan 

mutu; 

- Pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi 

dan Pelaksana Fungsional; 

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

3. Pelabuhan Perikanan Sungsang 

• Tugas Pokok adalah untuk melaksanakan, mengkoordinir dan 

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi 

pelabuhan perikanan sungsang.  

• Fungsi : 

- Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, 

dan evaluasi operasional pelabuhan perikanan; 

- Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan 

penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan 

keberangkatan kapal perikanan; 

- Pelaksanaan pemeriksaan bukti pencatatan (log book); 
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- Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat persetujuan 

berlayar; 

- Pelaksanaan penerbitan sertifikasi hasil tangkapan ikan; 

- Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar ; 

- Pelaksanaan pepembangunan, pengembangan, 

pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan serta 

pengendalian sarana dan prasarana; 

- Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan 

pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, 

publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata 

bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan 

distribusi hasil perikanan; 

- Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitasi usaha; 

- Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi; 

- Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara 

penanganan ikan yang baik (CPIB); 

- Pelaksanaan inspeksi pembokaran ikan; 

- Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan 

perikanan; 

- Pembagian tugas kepada kepala Subbagian dan Pelaksana 

serta Fungsional; 

- Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan  

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional, yang dalam Peraturan Gubernur 

Sumatera Selatan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, 

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Sumatera Selatan Bab VI pasal 23 mempunyai tugas membantu dan 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan 

Perikanan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 

  Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Sumatera Selatan bedasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan 
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Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 

Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dapat 

dilihat pada Gambar 2.2 dan 3.3 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan 
(dikelompokkan Per Unit kerja)
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Gambar 1.3. 
Struktur Lengkap Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan  

 Provinsi Sumatera selatan
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3. Sumber Daya Manusia 

Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Per 11 April 2025 untuk 

melaksanakan Tupoksinya sebanyak 108 orang. Gambaran SDM yang 

dimiliki adalah sebagai berikut: 

Gambaran kondisi Sumber Daya Manusia  Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.3. Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan 

 

 
 

Tabel 1.4. Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Laki-laki 60 55,05 

2 Perempuan 48 44,04 

  108  

 
 

 
 

No Golongan Jumlah Persentase (%) 

1 I/d 1 0,92 

2 I/c - - 

3 I/b - - 

4 I/a - - 

5 II/d 2 1,83 

6 II/c 2 1,83 

7 II/b - - 

8 II/a - - 

9 III/a 3 2,75 

10 III/b 19 17,43 

11 III/c 20 18,35 

12 III/d 24 22,02 

13 IV/a 12 11,01 

14 IV/b 5 4,59 

15 IV/c 2 1,83 

16 IV/d - - 

17 Golongan IX 13 11,93 

18 Golongan VII 5 4,59 
    

  108  
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Tabel 1.5. Komposisi pegawai menurut tingkat Pendidikan 

No 
Tingkat 

Pendidikan 
Jumlah Persentase (%) 

1 S2 24 22,22 

2 S1 58 5,37 

3 D4 6 0,56 

4 D3 12 11,11 

5 SLTA 7 6,48 

6 SD 1 1,67 

Total 108  

 
Tabel 1.6. Daftar Inventarisasi Tanah dan Bangunan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Sumatera Selatan 

 
NO. 

JENIS ASSET LOKASI 
 LUAS (M2)  PEMANFAATAN 

SEKARANG 
KET. 

TANAH  BANGUNAN  

1. 
Bangunan Gedung 
Kantor  

Jl. Pangeran Ratu 
Jakabaring  

- 216 Kantor  Terdaftar 

2. Rumah dinas Jl. Veteran, Gg. 
Permata Merak RT 
23 No. 68, Kel. Kuto 
Batu, Palembang 

1.225 209 Rumah dinas Terdaftar 

3. Kantor UPTD 
LPPMHP 

Jl. Taman Sari KM 
6, Palembang 

- 622 Gedung Kantor UPTD 
LPPMHP 

Terdaftar 

4. Rumah dinas 
Kepala UPTD 
LPPMHP 

Jl. Taman Sari KM 
6, Palembang 

- 356 Gudang/perpustakaan Terdaftar 

5. Kolam Air Tawar Di Indralaya Kab. 
Ogan  Ilir  

92.005 - Tanah Kolam Terdaftar 

6. Kolam Air Tawar Di Pampangan  
Kab. Ogan 
Komering Ilir  

400 - Tanah Kolam Terdaftar 

7. Kolam Air Tawar Di Pagar Alam Kab. 
Pagar Alam 

6.877 - Tanah Kolam Terdaftar 

8. Kolam Air Tawar Di Pengadonan 
Kab.OKU 

6.401 - Tanah Kolam Terdaftar 

9. Kolam Air Tawar Di Belitang Kab. 
OKUT 

3.454 - Tanah Kolam Terdaftar 

10. Kolam air tawar  Di Muara Beliti Kab. 
MURA  

65.322 - Tanah Kolam Terdaftar 

11. Kolam air tawar  Di Tugumulyo Kab 
MURA  

6.044 - Tanah Kolam Terdaftar 

12 Tanah Bangunan 
Gedung  

Di Kab Lubuk 
Linggau  

60.447 - Bangunan Kantor  Terdaftar 
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F. Kinerja Pelayanan  

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Selatan 

memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan kewenangan 

desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan. 

Sebagai instansi teknis, DKP bertanggung jawab atas berbagai fungsi 

pelayanan publik yang mencakup pembinaan teknis, pengawasan sumber 

daya, penyuluhan, perizinan, pengembangan usaha, hingga penyusunan 

kebijakan untuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara 

berkelanjutan. Secara umum, kinerja pelayanan public (public service) DKP 

diarahkan untuk: 

• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (Nelayan), 

Pembudidaya Ikan, dan pelaku usaha pengolahan perikanan, 

• Mendorong ketahanan pangan berbasis protein ikan, serta 

• Mengembangkan ekonomi daerah dari sektor kelautan dan 

perikanan yang berdaya saing. 

Dalam menjalankan perannya, DKP tidak hanya bertindak sebagai 

pelaksana teknis, tetapi juga menjadi instrumen penting Pemerintah 

Provinsi dalam mewujudkan visi “Sumsel Maju Terus Untuk Semua,” 

terutama pada aspek ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan tata 

kelola pemerintahan berbasis data valid dan aktual. Namun, dalam 

menghadapi tantangan modernisasi pemerintahan dan tuntutan publik 

terhadap transparansi dan akuntabilitas, maka salah satu area kritis yang 

perlu diperkuat adalah pada fungsi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan 

dalam menentukan indikator yang tepat sebagai pengukur tingkat 

keberhasilan. 

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) memiliki 

mandat strategis sebagai otak teknokratis dalam merancang arah kebijakan 

dan mengukur efektivitasnya melalui indikator kinerja yang relevan, terukur, 

dan berbasis data. Dalam praktiknya, kualitas layanan publik DKP sangat 
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bergantung pada seberapa akurat perencanaan program dan kejelasan 

indikator kinerja yang digunakan. 

G. Analisa Masalah Kinerja Pelayanan 

1. Identifikasi Masalah/Isu yang ada saat ini 

Sebagai Unit Kerja yang mendapatkan mandat strategis sebagai 

otak teknokratis pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi 

Sumatera Selatan, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 

(PEP) yang menjadi ujung tombak dalam perencanaan program dan 

pelaporan kinerja. Masalah utama yang selama ini terjadi adalah: 

a) Belum optimalnya sistem penyusunan target dan capaian 

kinerja berbasis data yang valid dan aktual. Hal ini ditandai dengan 

terjadinya ketidak seragaman capaian target kinerja pada sektor 

kelautan dan perikanan dalam hal ini produksi perikanan tangkap 

dan produksi perikanan budidaya sebagai akibat belum adanya 

Baseline data sebagai acuan, dapat dilihat pada dua tabel berikut ini: 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 1.4. Perbedaan capaian target kinerja (produksi perikanan 
tangkap dan Budidaya)  
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b) Masih kurangnya koordinasi, integrasi dan pembaruan data 

antar unit kerja / Bidang teknis pengampu data statistik. Hal ini 

menyebabkan akses Masyarakat dan Stakeholder masyarakat 

mengenai informasi data yang aktual sektor perikanan menjadi 

terbatas. Berikut adalah sajian data produksi perikanan tangkap dan 

budidaya oleh pada laman Badan Pusat Statustik Sumatera Selatan 

(BPS Sumsel) yang belum ter-update. Dapat dilihat pada gambar 

berikut, Produksi perikanan budidaya baru pembaruan terahir 2022 

sedangkan perikanan tangkap terahir update tahun 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5. Perbedaan capaian kinerja (produksi perikanan 
tangkap dan Budidaya) 
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c) Belum tepatnya penyusunan/pengelompokan indikator 

pembangunan kelautan dan perikanan pada dokumen Renstra 

2019-2023 dan juga pada RPD DKP 2024-2026. Kedua dokumen 

tersebut belum mempedomani Permen PAN-RB Nomor 89 Tahun 

2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah dimanana 

seharusnya menyusun indikator kinerja secara berjenjang mulai dari 

yang paling berpengaruh terhadap capaian tujuan pembangunan 

(Kepala Dinas) samapi ke struktur dibawahnya secara berjenjang. 

terjadinya Ketidak sinkronan penyusunan dan pengelompokan ini 

mengakibatkan keterukuran pembangunan menjadi bias sehingga 

nilai akuntabilitasnya rendah. Berikut adalah diagram alur fikir 

akuntabilitas indikator yang dimaksud: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6. Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 Tentang   
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah 

d) Belum terimplementasinya Indikator Kesejahteraan Masyrakat 

(IKM) seperti NTN dan NTPi secara konsisten serta terfokus 

dalam dokumen perencanaan (Renstra DKP 2019-2023) seperti 

yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang 

Indikator Kinerja Utama. Sebagai instansi yang tugas dan fungsi nya 

mengelola Kelautan dan Perikanan, tentunya harus juga bersinergi 
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dengan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan 

Perikanan RI. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7. Kepmen KKP-RI Nomor 36 Tahun 2023 tentang IKU 

e) Potensi kehilangan sumber data lapangan akibat kebijakan 

penghapusan tenaga honorer per Januari 2025. Keterbatasan 

penggunaan data ini akan semakin menghawatirkan dengan adanya 

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 

2023 bahwa Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan 

terkait dengan larangan bagi instansi pemerintah untuk melakukan 

rekrutmen tenaga honorer baru per 1 Januari 2025 dimana sebagian 

besar Penyuluh Perikanan dan PPTKP berstatus Honorer. 

f) Belum optimalnya Penilaian terhadap SAKIP Dinas Kelautan 

Perikanan oleh Inspektorat yang dikoordimasikan dengan 

Kemendagri dan Kemenpan-RB pada masa Renstra 2019-2023 

dalam 5 tahun tersebut mendapatkan nilai B, sebagai akibat indikator 

capaian IKU dan IKK yang bias. 

Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam: 

• Menyusun target kinerja yang tepat sasaran. 

• Menghasilkan kebijakan dan program yang berbasis bukti (evidence-
based). 

• Mewujudkan sistem pelayanan publik yang akuntabel dan responsif 
terhadap kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat nelayan, 
pembudidaya ikan dan pelaku usaha pengolahan ikan. 

• Perencanaan program dan kegiatan tidak sepenuhnya berbasis 

pada realitas lapangan. 

• Evaluasi kinerja menjadi bias dan tidak menunjukkan dampak riil. 

• Program bantuan dan intervensi menjadi tidak tepat sasaran. 
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Permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut dapat 

dilihat secara lebih jelas apabila dibandingkan antara kondisi aktual saat ini 

dengan kondisi ideal yang diharapkan. Perbandingan ini penting untuk 

menunjukkan gap yang ada dan menjadi dasar penyusunan arah aksi 

perubahan yang tepat sasaran dan berbasis bukti. 

Tabel 1.7. Perbandingan Kondisi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan 

No. Kondisi Saat Ini Kondisi yang Diharapkan 

1 Data capaian kinerja berasal dari 
sumber berbeda dan belum terintegrasi 

Tersedianya sistem terpadu untuk 
pengumpulan dan verifikasi data kinerja 

2 Indikator lebih menekankan pada 
volume produksi 

Indikator yang menggambarkan 
kesejahteraan seperti NTN dan NTPi 

3 Perencanaan belum didukung baseline 
data yang akurat 

Perencanaan berbasis evidence dengan 
baseline data valid dan terdokumentasi 

4 Kurangnya kolaborasi antara unit teknis 
dengan BPS atau penyuluh 

Adanya koordinasi dan integrasi lintas 
sektor data yang difasilitasi DKP 

2. Penetapan Masalah yang dipilih 

Untuk penentuan prioritas penyebab masalah identifikasi masalah 

dilakukan dengan menggunakan analisa USG Urgency, Seriousness, 

Growth. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas 

isu yang harus diselesaikan, dengan metode teknik scoring dengan 

menentukan skala nilai 1 – 5 atau 1 – 10. Caranya dengan menentukan 

tingkat urgensi dari penyebab masalah, keseriusan masalah yang 

dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut 

semakin besar. Isu prioritas merupakan isu yang memiliki total skor 

tertinggi. Analisa USG dilakukan dengan menentukan tingkat urgensi, 

keseriusan, dan perkembangan isu. 

Dengan melihat adanya permasalahan tersebut di atas, perlu 

ditetapkan penyebab masalah prioritas agar penyelesaiannya dapat 

dilaksanakan secara bertahap dan lebih fokus kepada masalah utama. 

Untuk menetapkan penyebab masalah prioritas dilakukan melalui 

analisis USG sebagai berikut:  
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1) U (Urgency) yaitu Seberapa mendesak isu tersebut harus 

dibahas dan dihubungkan dengan waktu yang tersedia serta 

seberapa keras tekanan waktu tuntuk memecahkan masalah 

yang menyebabkan isu tadi; 

2) S (Seriousness) yaitu Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas 

dan dihubungkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan 

pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat 

yang menimbulkan masalah lain kalau masalah penyebab isu 

tidak dipecahkan.  

3) G (Growth) yaitu Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu 

tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah 

penyebab isu akan makin memburuk jika dibiarkan. 

Tabel 1.8. Identifikasi Masalah dan Analisis 

No. Identifikasi Masalah U S G Total Prioritas 

1 Belum optimalnya penyusunan target 

dan capaian kinerja berbasis data valid 

dan aktual 

5 5 5 15 1 

2 Ketergantungan pada tenaga honorer 

sebagai sumber data lapangan 

4 4 4 12 4 

3 Indikator kesejahteraan belum 

dimanfaatkan secara sistematis dalam 

dokumen perencanaan 

5 4 5 14 2 

4 Belum tersedia sistem digital dan SOP 

standar pengelolaan data lintas bidang 

sebagai baseline 

4 5 4 13 3 

 
Keterangan: 

 

U = Urgency (Kegawatan) 

S = Seriousness (Mendesak) 

G = Growth (Pertumbuhan) 

1. Kurang bermasalah 

2. Agak bermasalah 

3. Cukup bermasalah 

4. Bermasalah 

5. Sangat bermasalah 

 

Dari hasil identifikasi pokok masalah prioritas melalui metode USG 

diatas, yang pokok masalah prioritas adalah Belum optimalnya  penyusunan 
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target dan capaian kinerja berbasis data valid dan aktual, masalah tersebut 

akan memberikan dampak negative terhadap kebijakan yang akan diambil 

dan dapat melahirkan Program/Kegiatan yang kurang tepat sasaran. 

3. Penyebab Masalah 

 Analisis penyebab dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

Fishbone Diagram (Diagram Tulang Ikan) sebagai berikut. Pendekatan 

ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menjadi  

penyebab belum optimalnya penyusunan target dan capaian kinerja yang 

berbasis data valid dan aktual, dengan mengelompokkan penyebab ke 

dalam beberapa kategori faktor utama: manusia, metode, mesin dan 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8. Diagram Fishbone, untuk memetakan penyebab permasalahan. 

 

Dengan fishbone diatas menjelaskan beberapa penyebab Belum 

optimalnya sistem penyusunan target dan capaian kinerja berbasis data 

valid dan aktual. 

Kategori Penyebab 
 

Man ✓ SDM belum seluruhnya menguasai analisis data dan 
penyusunan indikator kinerja makro 

 

Method ✓ Belum ada standar operasional prosedur (SOP) 
integrasi data lintas unit kerja teknis / bidang teknis 
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Kategori Penyebab 
 

Machine ✓ Belum tersedia sistem atau aplikasi sederhana untuk 
integrasi dan verifikasi data antar bidang teknis 

 

Material ✓ Terbatasnya dukungan anggaran untuk digitalisasi 
sistem pelaporan dan pemutakhiran data 

 

Dengan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa aksi perubahan 

sangat diperlukan untuk: 

➢ Meningkatkan kapabilitas Subbagian PEP dalam menyusun 

indikator dan capaian kinerja, 

➢ Membangun sistem data kinerja yang terstandarisasi dan 

terintegrasi, 

➢ Menyesuaikan indikator capaian kinerja dengan indikator makro 

yang berdampak pada kesejahteraan. 

G. Peningkatan Kualitas Pelayanan 

 

1. Terobosan Inovasi  

  Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas target dan capaian kinerja 

di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, terobosan 

utama yang dilakukan adalah penerapan/implementasi indikator kinerja 

berbasis data yang valid dan aktual. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh 

lemahnya integrasi data sektoral dan belum diimplementasikannya 

indikator yang lebih menggambarkan kesejahteraan pelaku usaha 

perikanan [Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 

(NTPi)] ke dalam dokumen Renstra 2025 – 2029 serta penyesuaian 

perhitungan Angka Konsumsi Ikan (AKI) pada Dinas Kelautan dan sesuai 

dengan susunan IKU pada Kepmen KKP-RI Nomor 36 Tahun 2023 tentang 

Indikator Kinerja Utama dan penerapan indikator kinerja yang lebih 

menggambarkan dukungan terhadap Visi dan Misi Gubernur/Wakil 

Gubernur terpilih seperti yang tertuang dalam Rancanag Awal RPJMD 

Sumatera Selatan tahun 2025-2029. 
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 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Penyusunan Target dan 

Capaian Kinerja Berbasis Data Valid dan Aktual pada Dinas Kelautan 

dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan 

secara sistematis dan bertahap sesuai dengan perencanaan yang telah 

dirancang. Pelaksanaan dimulai dengan tahap persiapan berupa konsultasi 

dan koordinasi lintas unit kerja, dilanjutkan dengan pembentukan Tim 

Efektif sebagai motor pelaksana kegiatan. Tahap berikutnya adalah 

penyusunan baseline data IKU dan IKK dari semua pemangku kepentingan 

guna menentukan target indikator yang akan ditetapkan. 

Secara ringkas, terobosan/inovasi ini bertujuan untuk: 

1) Menerapkan indikator kinerja yang lebih representatif terhadap 
kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan pada Renstra 
baru 2025-2029 yang sesuai dengan : 

o Kepmen KKP-RI Nomor 36 Tahun 2023 tentang Indikator 
Kinerja Utama 

o Permen PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang 
penjenjangan kinerja instansi pemerintah 

2) Memanfaatkan Teknologi informasi sederhana : 
o Google Spreadsheet 
o Google form 

dalam pengumpulan data sektoral bidang teknis sehingga 
penyusunan baseline data lebih efektik dan efesien. 

3) Menyediakan baseline data digital, yang mudah diakses dan lebih 
cepat dalam pengumpulan dan pencarian dibanding data 
konvensional berbasis Non-Paperless. 

4) Meningkatkan akuntabilitas pelaporan dan perencanaan kinerja 
melalui sistem integrasi data aktuan dan faktual. 

  Aksi perubahan ini mengusung beberapa terobosan strategis yang 

difokuskan pada peningkatan akuntabilitas target dan capaian kinerja di 

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Selatan. Salah 

satu terobosan utama adalah penggunaan data valid dan aktual dalam 

perencanaan dan pelaporan kinerja.  
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  Pada tahap awal, terobosan ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas 

data yang digunakan dalam evaluasi kinerja dan mendukung perencanaan 

berbasis bukti. Hal ini akan memungkinkan perencanaan yang lebih akurat 

serta meminimalisir risiko program yang tidak tepat sasaran. Salah satu 

langkah konkret adalah penyusunan format standar pengumpulan dan 

verifikasi data, yang dapat meningkatkan validitas data yang digunakan 

untuk evaluasi capaian target. 

2. Kegiatan dan Milestone 

 Milestone dan kegiatan merupkan elem penting dalam  aksi yang 

membantu untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau kemajuan 

Tahapan proyek perubahan yang dimaksud,  adalah tahapan - tahapan 

yang direncanakan dapat dicapai dalam waktu yang singkat dan dapat 

dikerjakan oleh satu orang atau tim kecil dengan waktu 2 (dua) bulan. 

Kegiatan milestone sangat berguna dalam aksi perubahan karena dapat 

memiliki tujuandan hasil yang jelas, memiliki waktu yang terukur. 

Adapun tujuan dari  Aksi Perubahan ini meliputi 3 (tiga) tujuan, yaitu: 

1) Tujuan Jangka Pendek  

✓ Konsultasi mentor dan melaporkan rencana implementasi 

pelaksanaan aksi perubahan yaitu Sekretaris DKP Sumsel. 

✓ Pembentukan Tim Efektif 

✓ Menyusunan format standar pengumpulan dan verifikasi data 

Indikator kinerja pembangunan kelautan dan perikanan 2025-

2029 denga Google Spreadsheet dan Google form. 

✓ Koordinasi dengan bidang teknis/UPTD terkait penyusunan 

target dan capaian kinerja, sehingga mendapat baseline data 

indikator dan capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan yang 

valid dan bisa dijadikan dasar penyusunan dan penetapan 

indikator kinerja utama serta indikator kinerja kunci. 

✓ Rapat Penyusunan target capaian indikator kinerja 5 (Lima) 

tahun yang akan datang (Renstra 2025-2029). 

✓ Penyusunan Dokumen Renstra 2025-2029 

✓ Koordinasi Draft Renstra dengan Bappeda, BPS Sumsel dan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait 

✓ Penyampaian Draft Dokument Renstra ke 17 Kab/Kota 

✓ Ctak Dokumen Draft Renstra DKP Sumsel 2025-2029 
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2) Tujuan Jangka Menengah  

✓ Penyusunan Draft laporan capaian target kinerja (LAKIP) 

berbasis data valid dan aktual secara berkelanjutan di Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. 

✓ Penyusunan Rencana Program/Kegiatan TA. 2026 yang 

disesuaikan dengan hasil evaluasi indikator kinerja serta 

didasarkan pada Renstra 2025-2029. 
 

3) Tujuan Jangka Panjang  

✓ Penyusunan Laporan evaluasi penerapan RENSTRA DKP 

2025–2029 dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintan (SKIP) yang mendukung terwujudnya Good 

governance. 

✓ Tercapainya Penilaian Predikat A pada SAKIP DKP Sumsel. 

 

Tabel 1.9. Milestone Kegiatan 

No Milestone Kegiatan Waktu Output 

A. Jangka Pendek (2 Bulan) 

1 Konsultasi mentor dan 
melaporkan rencana 
implementasi pelaksanaan 
aksi perubahan 
 

o Menjelaskan  aksi perubahan 

o Meminta saran dan arahan 

9 Mei 2025 Foto  

Dokumentasi 

2 Pembentukan Tim Efektif Membuat penetapan SK Tim Efektif 

• Koordinator Statistik Perikanan 
Provinsi 

• Koordinator Validator data Bidang 
teknis 

• Koordinator Perenvanaan 

• Koordinator Monev DKP 

• Koordinator Penyuluh PPTKP 

• Staf Subbag PEP  
 

14-15 
Mei 2025 

SK Tim Efektif dan 
Dokumentasi 

3 Penyusunan Format 
Pengumpulan & Verifikasi 
Data (Baseline data) serta 
indikator IBEI 

• Penyusunan format standar 
pengumpulan dan verifikasi data 
kinerja denga Tim Efektif 

• Pengumpulan data Indikator 
Ekonomi Biru (IBEI) sebagai 
komponen Penyusun Renstra 
2025-2029  

16 – 21 
Mei  2025 

o Data IKU-IKK 
(Google 
Spreadsheet / 
Google form) 

o Data IBEI 

4 Koordinasi dengan Bidang 
Teknis/UPTD BPS Sumsel 

o Rapat koordinasi penyusunan 
target dan capaian kinerja 
berbasis data valid Bidang Teknis 
dan UPTD (Validator Bidang) 

o Koordinasi penyusunan target dan 
capaian kinerja berbasis data 
valid dengan BPS Sumsel  

22 – 30  
Mei 2025 

Dokumen Indikator 
Pembangunan Sektor 
Kelautan dan 
Perikanan 

5 Pengumpulan Data Capaian 
Kinerja dan Penyusunan 
Target Capaian Kinerja 2025-
2029 

o Mengumpulkan data indikator 
kinerja yang valid dan dapat 
dijadikan dasar penyusunan 
target dengan  

2 – 5 
Juni 2025 

Dokumen Data 
Capaian Kinerja 
Dan Dokumen Target 
Capaian Kinerja 2025-
2029 
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No Milestone Kegiatan Waktu Output 

o Menyusun target capaian kinerja 
5 tahun yang akan datang 
berdasarkan data yang 
dikumpulkan.  

6 Penyusunan Renstra 2025-
2029 

o Rapat Finalisasi Penyusunan 
dokumen Renstra 2025-2029 
yang mencakup target dan 
capaian kinerja berdasarkan data 
yang valid dan terintegrasi. 

o Penyusunan dokumen Renstra 
2025-2029 

o Koordinasi dengan Bappeda 
tentang Draft dokumen Renstra 
2025-2029 

o Penyempurnaan Draft dokumen 
Renstra 2025-2029 

o Penyampaian dokumen Renstra 
2025-2029 ke Dinas Perikanan 
Kab/Kota 

o Cetak dokumen Renstra 2025-
2029 
 

9 Juni – 4 Juli 
2025 

Dokumen Renstra 
2025-2029 

B. Jangka Menengah (6 Bulan) 

1 Penyusunan 
Program/Kegiatan 2026 

Rapat Penyusunan dan Evaluasi 
Program/Kegiatan sesuai dengan 
yang telah ditetapkan dalam 
Renstra 2025–2029. 
 

Minggu IV 
Agustus 2025 

Dokumen Renja 2026 

2 Implementasi Evaluasi 
Indikator & Target 

Implementasi evaluasi indikator 
kinerja yang telah ditetapkan dalam 
Renstra 2025–2029. 

Minggu IV 
Desember 
2025 – 
Minggu I 
Januari 2026 
 

Laporan Evaluasi 
Indikator (Lakip) 

C. Jangka Panjang (1–2 Tahun) 

1 Pengajuan Penilaian 
Dokumen LAKIP DKP 
Sumsel dengan nilai Optimal 

Meningkatkan pelaporan yang 
berbasis data valid dan aktual untuk 
meningkatkan akuntabilitas dalam 
pengelolaan kinerja sektor kelautan 
dan perikanan. 
 

Desember - 
Januari 2025 

Dokumen Laporan 
Akuntabilitas, Sistem 
Pelaporan 

2 Penyusunan Laporan 
evaluasi penerapan 
RENSTRA DKP 

Penyusunan dan penyesuaian hasil 
evaluasi data ke dalam dokumen 
Rencana Strategis 2025–2029. 

2026-2027 Dokumen Renstra 
2025-2029, 
penyesuaian/Perbaikan 
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Tabel 1.10. Jadwal / Milestone Kegiatan 
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BAB II. 

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN 

A. Membangun Integritas Kinerja Pelayanan 

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan memiliki fungsi utama dalam 

mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta 

pelaporan kinerja berdasarkan data yang valid dan objektif. Dalam konteks 

tersebut, integritas dipahami sebagai pondasi utama dalam seluruh proses 

perencanaan dan evaluasi kebijakan. 

Untuk membangun integritas dalam kinerja pelayanan publik, langkah-

langkah konkret yang dilakukan antara lain: 

1) Mendorong transparansi dalam setiap tahapan perencanaan, mulai 

dari pengumpulan data hingga pelaporan capaian kinerja. 

2) Menolak manipulasi data capaian, yang hanya bertujuan memperoleh 

penilaian administratif tanpa mencerminkan kondisi riil masyarakat pelaku 

usaha kelautan dan perikanan. 

3) Menggunakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, 

yang diperoleh dari penyuluh, PPTKP, serta data resmi dari BPS. 

4) Mengintegrasikan indikator kesejahteraan seperti Nilai Tukar Nelayan 

(NTN) dan Nilai Tukar Petani Ikan (NTPI) serta penyesuaian Angka 

Konsumsi Ikan (AKI) ke dalam sistem perencanaan dan pelaporan kinerja. 

5) Melibatkan multipihak dalam proses penyusunan dan verifikasi 

capaian kinerja, untuk menciptakan akuntabilitas yang berlapis dan 

memperkuat kepercayaan antarunit kerja. 

Aksi perubahan ini menjadi sarana strategis untuk memperbaiki kebiasaan 

penyusunan target dan capaian yang sebelumnya masih bersifat normatif dan 

cenderung administratif. Dengan mengadopsi indikator yang terukur dan
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berdampak langsung terhadap kesejahteraan pelaku usaha perikanan, integritas 

kinerja pelayanan dapat dibuktikan secara nyata. 

Integrasi indikator tersebut secara khusus dituangkan ke dalam Dokumen 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2025–2029. Hal ini memperkuat posisi DKP sebagai institusi 

publik yang memiliki akuntabilitas tinggi dalam proses perencanaan dan 

pelaporan, serta menunjukkan kontribusi konkret terhadap pembangunan daerah 

dan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pesisir dan 

pelaku usaha kelautan dan perikanan. 

B. Pengelolaan Pelayanan (Pemanfaatan Teknologi Informasi) 

Dalam era digital yang dinamis dan menuntut percepatan pelayanan 

publik, pemanfaatan teknologi informasi menjadi elemen krusial dalam 

memperkuat peran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) 

sebagai pusat kendali data dan indikator kinerja di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Sumatera Selatan. Teknologi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi 

sebagai sistem pendukung utama dalam menyusun kebijakan berbasis bukti 

yang terverifikasi. 

➢ Digitalisasi format pengumpulan dan verifikasi data 

Saya merancang format digital pengumpulan data capaian kinerja 

menggunakan Google Form dan Spreadsheet yang dikoordinatori oleh 

Validator Statistik Bidang teknis dan dapat diakses oleh seluruh validator 

di 17 Kabupaten/Kota. Langkah ini meminimalisir kehilangan data dan 

mempermudah pencarian dibandingkan dengan pengumpulan data 

manual serta yang paling penting adalah mempercepat proses agregasi 

data. 
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➢ Pemanfaatan Cloud System (Google Drive) untuk Sistem 

dokumentasi berbasis digital sederhana. 

Seluruh dokumen perencanaan yang bukan Rahasia Negara, Capaian 

Indikator Pembanguan Perikanan, Berita Acara Rapat Koordinasi 

Program/Kegiatan dan bahan rapat diunggah dalam satu sistem 

penyimpanan bersama (Google Drive) yang dikelola oleh Subbag PEP. 

Hal ini mempermudah dalam pencarian dokumen serta akses informasi 

yang real-time antar bidang. Praktik ini memperkuat nilai akuntabilitas dan 

efisiensi dalam manajemen pelayanan publik 

➢ Koordinasi melalui media digital (WhatsApp Group) 

Dalam rangka mengatasi keterbatasan akses karena aspek geografis, 

saya memanfaatkan grup WhatsApp yang beranggotakan Pejabat 

Pengampu Perencana Program Seluruh Kab/Kota untuk koordinasi dan 

Penyampaian Draft Renstra yang cepat.. 

 

C. Pengelolaan Tim 

Sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP), 

saya menyadari bahwa keberhasilan aksi perubahan tidak hanya ditentukan oleh 

inovasi teknis dan sistem digitalisasi, tetapi juga oleh pengelolaan tim kerja 

yang solid dan kolaboratif. Dalam konteks ini, kepemimpinan saya 

menekankan pada pembentukan Tim Efektif yang mampu bergerak lintas unit 

kerja, menyatukan keahlian, dan bekerja secara terstruktur untuk menyusun 

indikator kinerja yang akuntabel. 

• Pembentukan Tim Efektif  

Saya memprakarsai pembentukan Tim Efektif yang terdiri dari perwakilan 

Bidang Teknis, Penyuluh, Validator Data, dan Staf Subbag PEP. 

Pemilihan anggota tim didasarkan pada kompetensi teknis, integritas, dan 

kesiapan untuk bekerja dalam suasana kolaboratif. 
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• Identifikasi peran dan pembagian tugas berdasarkan keahlian 

Saya melakukan pemetaan potensi setiap anggota dan mendistribusikan 

tugas sesuai kompetensi. Misalnya: anggota dari bidang perikanan 

tangkap bertugas mengelola data produksi; dari perikanan budidaya 

mengelola indikator NTPi; dan dari pengembangan usaha fokus pada data 

AKI. Subbag PEP sendiri menjadi pengolah akhir data dan pengendali 

kualitas. 

• Pendekatan kepemimpinan partisipatif dan coaching 

Dalam setiap koordinasi dan evaluasi, saya menerapkan pendekatan 

coaching—mendorong anggota tim untuk aktif memberikan ide, 

menyampaikan kendala, serta menyusun solusi bersama. Setiap 

keberhasilan tim merupakan hasil dialog dan pembelajaran bersama, 

bukan instruksi satu arah. 

• Motivasi dan penguatan peran anggota tim 

Saya memberikan kesempatan kepada setiap anggota tim untuk tampil 

sebagai narasumber dalam forum internal, menyampaikan hasil kerja, dan 

berdiskusi langsung dengan stakeholder. Hal ini meningkatkan 

kepercayaan diri, rasa kepemilikan, serta menguatkan integritas individu. 

• Evaluasi kinerja tim secara periodik 

Setiap minggu dilakukan evaluasi kerja melalui rapat daring/luring, 

membahas progres pengumpulan data, kendala lapangan, dan 

penyesuaian indikator. Laporan hasil kerja masing-masing bidang 

dikompilasi dan dianalisis secara terbuka. 

• Pengelolaan konflik secara adaptif 

Dalam menghadapi perbedaan pendapat, saya mendorong penyelesaian 

dengan pendekatan rasional, dialogis, dan berdasarkan data. Konflik yang 

muncul dijadikan sebagai momentum untuk refleksi dan penyempurnaan 

strategi. 
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BAB III. 

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN 

A. Capaian dan Perbaikan Kinerja Pelayanan 

Implementasi aksi perubahan yang berjudul "Peningkatan Akuntabilitas 

Target dan Capaian Kinerja dengan Menggunakan Data yang Valid dan Aktual" 

telah menunjukkan hasil konkret yang signifikan terhadap perbaikan tata kelola 

perencanaan dan pelaporan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera 

Selatan. Sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

(PEP), saya memimpin langsung seluruh proses dari hulu ke hilir—dimulai dari 

pembentukan tim, penyusunan format, verifikasi data, hingga finalisasi indikator 

dan target capaian. 

Capaian utama yang telah terlaksana, antara lain: 

1. Melapor dan berkonsultasi dengan Mentor. Tahapan kegiatan 

(milestone) jangka pendek pada Aksi Perubahan yang pertama di mulai 

dengan membangun kesepahaman dengan stekholder internal yaitu 

dengan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, sekaligus sebagai 

mentor, konsultasi ini dilakukan bebrapa kali pada awal bulan Mei tahun 

2025. Konsultasi ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa judul aksi 

perubahan yang diambil benar-benar mencerminkan substansi dan tujuan 

utama yang ingin dicapai, maka diperlukan proses validasi dan 

penyelarasan konsep. Oleh karena itu, dilakukan konsultasi dan diskusi 

langsung dengan Mentor pembimbing sebagaimana terlihat pada 

dokumentasi kegiatan. Melalui konsultasi ini, diperoleh masukan bahwa 

judul aksi perubahan tidak sekadar menjadi identitas formal, tetapi harus 

secara langsung menggambarkan isi, ruang lingkup, serta arah capaian 

yang dituju dalam pelaksanaan aksi perubahan tersebut. Proses ini 

bertujuan agar seluruh tahapan aksi dapat berjalan lebih terarah, 

sistematis, dan akuntabel sesuai dengan prinsip penyusunan aksi 

perubahan yang efektif. 
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Gambar 3.1. Konsultasi dengan Mentor 

2. Pembentukan Tim Efektif. Dalam rangka mendukung kelancaran dan 

efektivitas pelaksanaan aksi perubahan ini, telah dibentuk Tim Efektif yang 

bertugas melaksanakan berbagai tahapan dan kegiatan aksi perubahan 

secara terkoordinasi dan bertanggung jawab. 

Tim Efektif ini terdiri dari beberapa unsur dan memiliki tugas serta fungsi 

sebagai berikut: 
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a) Koordinator Data dan Informasi 

o Bertanggung jawab mengelola dan mengkoordinasikan 

pengumpulan, verifikasi, serta validasi data sektor kelautan dan 

perikanan dari seluruh unit kerja dan kabupaten/kota. 

o Menyusun format standar pengumpulan data serta memastikan 

kesesuaian data dengan sumber resmi seperti BPS dan PPTKP. 

o Menyediakan data baseline dan data series untuk mendukung 

penyusunan dokumen Renstra DKP Provinsi Sumatera Selatan 

2025–2029. 

b) Koordinator Perencanaan 

o Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan strategis 

berbasis data valid, termasuk penyusunan indikator capaian kinerja 

utama seperti NTN, NTPI, dan AKI. 

o Menyusun rencana kerja tahunan, program, dan kegiatan yang 

sejalan dengan capaian kinerja yang telah ditetapkan. 

o Mengintegrasikan masukan dan kebutuhan dari bidang teknis serta 

unit pelayanan lainnya di DKP Provinsi Sumatera Selatan. 

c) Koordinator Monitoring dan Evaluasi 

o Melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pengumpulan data dan penyusunan dokumen 

perencanaan. 

o Menyusun laporan evaluasi kinerja secara berkala untuk 

memastikan bahwa hasil aksi perubahan berjalan sesuai dengan 

tujuan dan target yang telah ditetapkan. 

o Melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi 

untuk perbaikan berkelanjutan. 
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d) Anggota Tim Efektif 

o Berasal dari unsur Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan (PEP) serta dari Bidang Teknis di DKP Provinsi 

Sumatera Selatan. 

o Melaksanakan tugas operasional pengumpulan data, penginputan, 

validasi, serta pendukung teknis dalam penyusunan dokumen 

perencanaan dan pelaporan. 

o Berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi, diskusi teknis, dan 

sosialisasi internal terkait pelaksanaan aksi perubahan. 

Pembentukan Tim Efektif ini bertujuan menciptakan tata kelola yang 

sistematis, memastikan keterlibatan lintas unit kerja, serta menjaga 

akuntabilitas dan validitas data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi 

kinerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera 

Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. SK TIM Efektif 
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Gambar 3.3. Rapat Pembentukan TIM Efektif 

3. Rapat Penyusunan Format Pengumpulan & Verifikasi Data (Baseline 

data) serta indikator IBEI. Rapat ini dihadiri oleh Tim Efektif yang terdiri 

dari Koordinator Data dan Informasi, Koordinator Perencanaan, 

Koordinator Monitoring dan Evaluasi, serta perwakilan validator dari 

bidang teknis di lingkungan DKP Provinsi Sumatera Selatan. Penyusunan 

format standar pengumpulan data capaian kinerja menggunakan Google 

Form yang terhubung langsung dengan Google Spreadsheet, sehingga 

memungkinkan penginputan data secara real time dan terintegrasi dari 

berbagai sumber. Melalui penggunaan format digital ini, diharapkan terjadi 

percepatan dan efisiensi dalam proses pengumpulan data, sekaligus 

meningkatkan akurasi dan validitas data yang akan digunakan sebagai 

baseline dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) DKP 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. 
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Gambar 3.4. Rapat Pembuatan Format Google form/Spreadsheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Nota Dinas dan lampiran ringkasan isi, Permintaan 
Penyusunan Indikator Kinerja Bidang teknis dan IBEI 
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4. Tersusunnya format digital pengumpulan dan verifikasi data. Formulir 

Google dan spreadsheet berbasis cloud digunakan untuk pengumpulan 

data sektoral dari 17 Kabupaten/Kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Googleform dan Preadsheet telah terisi data IKU dan IKK 

Selain validator bidang teknis, penyuluh perikanan yang bertugas di lapangan 

juga diberikan akses terhadap Google Form dan Google Spreadsheet yang telah 

disusun. Dengan demikian, penyuluh dapat turut serta dalam melakukan input 

dan verifikasi awal data dari lapangan, khususnya terkait data produksi dan 

kondisi kesejahteraan nelayan dan petani ikan di wilayah binaan masing-masing. 
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5. Rapat dengan Koordinator dan Validator Statistik Bidang Teknis. 

Validator Statististik ini merupakan dari perwakilan bidang teknis 

(budidaya, tangkap dan pengolahan) serta validator data Provinsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Rapat dengan Koordinator/Validator data statistik bidang 

Dalam rapat ini ditegaskan bahwa Koordinator dan Validator Statistik tersebut 

adalah petugas yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengelolaan 

dan keakuratan data sektoral di bidang masing-masing. Validator Statistik 

bertugas memverifikasi, mengoreksi, dan memastikan data yang dikumpulkan 

dari lapangan, baik dari internal provinsi maupun dari kabupaten/kota, sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
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Adapun inti pembahasan dalam rapat tersebut meliputi: 

o Penegasan Peran dan Tanggung Jawab Validator Statistik 

Validator Statistik dari tiap bidang bertanggung jawab menjaga validitas 

data sektoral di bidangnya, termasuk memverifikasi data yang diinput oleh 

penyuluh perikanan dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. 

o Pelatihan Penggunaan Form Digital 

Untuk mendukung proses pengumpulan data yang lebih cepat dan efisien, 

dalam rapat ini Validator Statistik dilatih menggunakan form digital berbasis 

Google Form dan Google Spreadsheet yang telah disiapkan oleh Subbagian 

Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP). 

Form digital ini akan menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan data 

capaian produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap, serta pengolahan hasil 

perikanan. 

o Akses dan Pemanfaatan oleh Penyuluh 

Form digital yang telah disusun tidak hanya digunakan oleh Validator 

Statistik di tingkat provinsi, tetapi juga akan digunakan dan diakses langsung oleh 

penyuluh perikanan di 17 kabupaten/kota. Penyuluh akan mengisi data sesuai 

wilayah tugas mereka, sementara Validator Statistik bertugas melakukan 

verifikasi dan pengesahan data tersebut sebelum dikonsolidasikan di tingkat 

provinsi. 

o Penguatan Komitmen Keseragaman Data 

Melalui rapat ini, disepakati bersama bahwa dengan adanya form digital 

yang seragam dan mekanisme verifikasi berjenjang oleh Validator Statistik, 

diharapkan tidak ada lagi perbedaan penyajian data antar bidang maupun antar 

daerah, sehingga baseline data yang digunakan dalam dokumen perencanaan 

seperti Renstra 2025–2029 benar-benar akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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Rapat ditutup dengan simulasi pengisian form digital dan Foto dukungan 

terhadap Aksi Perubahan yang sedang dilakukan. 

6. Penyusunan baseline capaian indikator kinerja. Data Produksi 

Budidaya, Produksi Tangkap, NTN, NTPi, dan AKI berhasil dirangkum dan 

digunakan sebagai dasar penyusunan target RENSTRA 2025–2029. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Spreadsheet Pengumpul data sebagai Baseline terupdate 

7. Rapat Penyusunan Draft Renstra DKP 2025-2029 dengan Bidang 

Teknis sebagai upaya Pengelompokan indikator kinerja yang lebih relevan 

dan penentuan target kinerja sektoral. Indikator tidak hanya berbasis 

volume produksi, tetapi juga kesejahteraan nelayan dan pembudidaya 

ikan serta Pengolah/Pemasar. Kemudian dibahas juga mengenai 

tatanaskah Dokumen Renstra 2025-2029. 

Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mengintegrasikan 

data sektoral yang berasal dari masing-masing bidang teknis, yaitu Bidang 

Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, dan Bidang Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan, serta dari UPTD terkait yang beroperasi di 

lapangan. 
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Adapun hal-hal utama yang dibahas dalam rapat meliputi: 

✓ Penyelarasan Data Baseline dan Target Capaian Kinerja 

Setiap bidang teknis dan UPTD memaparkan data realisasi capaian 

kinerja tahun-tahun sebelumnya serta usulan target lima tahun ke depan. 

Proses ini dilakukan dengan berbasis data valid yang telah diverifikasi 

melalui sistem pengumpulan data digital, sehingga baseline yang 

digunakan dalam dokumen Renstra DKP Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2025–2029 benar-benar mencerminkan kondisi aktual. 

✓ Integrasi Indikator Nasional dan Daerah, Dalam rapat ini juga 

disepakati bahwa indikator capaian kinerja yang digunakan harus 

mengacu pada indikator utama nasional seperti Nilai Tukar Nelayan (NTN) 

dan Nilai Tukar Petani Ikan (NTPI) sebagai indikator Kesejahteraan, serta 

Angka Konsumsi Ikan (AKI) sebagai pengukur laju pertumbuhan sektor 

rerikanan, yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. Seluruh bidang teknis dan UPTD diminta memastikan bahwa 

pengumpulan dan penyajian data di masing-masing unit telah sesuai 

dengan standar tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Rapat dengan Bidang Teknis dan UPTD dalam 
Penyusunan Renstra DKP 2025-2029 
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✓ Penerapan Indikator Kesejahteraan Masyarakat (IKM) ke dalam 

Penyusunan Dokumen Renstra DKP 2025-2029.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Penerapan Indikator Kesejahteraan Masyarakat (IKM) ke 

dalam Penyusunan Dokumen Renstra DKP 2025-2029 
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Implementasi Indikator Kesejahteraan Masyrakat (IKM) yakni NTN dan 

NTPI sebagai Indikator Kinerja Utama dalam dokumen perencanaan Renstra 

DKP 2025-2029 merupakan amanah dari Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja 

Utama, selain itu penerapan ini juga senada dengan Permen PAN-RB Nomor 89 

Tahun 2021 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintah yang mana telah 

menempatkan Indikator Kesejahteraan menjadi Tujuan Utama Organisasi 

Pemerintah. 

8. Rapat Koordinasi RENSTRA PD 2025–2029 dengan Bappeda dan 

OPD terkait di sektor pertanian.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Rakor Penyusunan Dokumen Renstra 2025-2029 
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Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 yang lebih terintegrasi dan 

akuntabel, telah dilaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Bappeda 

Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Perekonomian, bersama perangkat 

daerah sektor pertanian termasuk di dalamnya perikanan. Rapat ini dihadiri oleh 

perwakilan dari Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, 

Dinas Peternakan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera 

Selatan, dengan agenda utama membahas penetapan dan penyelarasan 

indikator kinerja utama (IKU) masing-masing perangkat daerah. 

Adapun pokok pembahasan yang disepakati dalam rapat tersebut adalah: 

1. Penetapan dan Penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Masing-masing perangkat daerah memaparkan indikator kinerja utama 

yang menjadi tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan di sektor 

masing-masing. Untuk sektor perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa indikator kinerja utama 

yang telah ditetapkan mengacu pada standar Kementerian Kelautan dan 

Perikanan RI, yaitu: 

o Nilai Tukar Nelayan (NTN) 

o Nilai Tukar Petani Ikan (NTPI) 

o Angka Konsumsi Ikan (AKI) 

Bappeda menegaskan bahwa indikator tersebut wajib dicantumkan 

dalam Renstra DKP dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah 

lainnya. 

2. Kepatuhan terhadap Sistematika dan Ketentuan Penyusunan 
Renstra 

Bappeda mengingatkan bahwa dalam menyusun Renstra 2025–2029, 

seluruh perangkat daerah wajib mematuhi sistematika yang telah 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan Permendagri maupun pedoman dari 

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, perangkat daerah juga 

wajib memperhatikan dan mengikuti aturan tambahan yang ditetapkan 

oleh instansi vertikal masing-masing sektor, misalnya petunjuk teknis 

penyusunan Renstra dari Kementerian Pertanian dan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. 
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3. Sinergi dan Integrasi Data Sektoral 

Dalam rapat ini juga ditegaskan pentingnya integrasi data sektoral antar 

perangkat daerah. Perbedaan data atau ketidaksinkronan antar dokumen 

perencanaan harus dihindari. Oleh karena itu, seluruh PD diminta untuk 

melakukan koordinasi aktif, terutama dalam hal baseline data dan target 

capaian kinerja. 

4. Penegasan Komitmen Bersama 

Rapat ditutup dengan penegasan komitmen seluruh perangkat daerah 

sektor pertanian dan perikanan untuk menyusun dokumen Renstra 2025–

2029 secara akuntabel, terintegrasi, dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 

Provinsi Sumatera Selatan yang berkelanjutan dan berbasis data valid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Notulen Rakor Penyusunan Dokumen Renstra DKP 2025-2029 
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9. Koordinasi penyusunan target dan capaian kinerja berbasis data 

valid dengan BPS Sumsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Dokumentasi serta Notulen dan indikator yang dilakukan 
sinkronisasi dengan BPS Sumsel untuk Penyusunan Dokumen Renstra 

DKP 2025-2029 
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Dalam menyusun indikator kinerja utama sektor kelautan dan perikanan 

yang lebih akuntabel dan realistis, telah dilaksanakan rapat koordinasi 

pembahasan indikator kinerja antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Sumatera Selatan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera 

Selatan. Koordinasi ini membahas secara khusus angka-angka indikator kinerja 

utama sektor kelautan dan perikanan, yang meliputi Nilai Tukar Nelayan (NTN), 

Nilai Tukar Petani Ikan (NTPI), dan Angka Konsumsi Ikan (AKI), yang akan 

dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. 

Dalam rapat tersebut, BPS Sumsel menyampaikan bahwa seluruh angka 

indikator yang dituangkan dalam draft Renstra telah melalui tahapan penelaahan 

dan kajian teknis secara mendalam. Penelaahan ini dilakukan dengan 

mempertimbangkan tidak hanya data sektoral yang bersumber dari Dinas 

Kelautan dan Perikanan, tetapi juga faktor-faktor ekonomi lainnya yang berada 

di luar kewenangan langsung DKP, seperti: 

• Pergerakan harga bahan baku dan hasil perikanan di tingkat pasar 

nasional dan regional. 

• Fluktuasi biaya produksi, termasuk biaya BBM, pakan ikan, dan sarana 

produksi lainnya. 

• Kebijakan fiskal dan perdagangan yang mempengaruhi ekspor-impor 

produk perikanan. 

• Kondisi ketenagakerjaan sektor kelautan dan perikanan serta kebijakan 

upah minimum provinsi. 

• Faktor eksternal lain yang berkaitan dengan inflasi dan daya beli 

masyarakat. 

BPS Sumsel menjelaskan bahwa proses penetapan angka indikator 

dilakukan dengan metode triangulasi data dari berbagai sumber, termasuk Survei 

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), data sektoral dari Dinas Kelautan dan 

Perikanan, serta sumber data lain yang relevan. 

Melalui rapat ini, disepakati bahwa indikator kinerja utama sektor kelautan 

dan perikanan dalam Renstra DKP Provinsi Sumatera Selatan 2025–2029 telah 

dinyatakan valid, selaras, dan dapat digunakan sebagai acuan bersama. BPS 
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Sumsel juga memberikan komitmen untuk terus mendampingi DKP dalam proses 

monitoring dan evaluasi capaian indikator selama periode Renstra berlangsung, 

guna memastikan bahwa target yang telah ditetapkan tetap relevan dengan 

dinamika ekonomi makro dan sektor perikanan di Provinsi Sumatera Selatan. 

10. Rapat Dengan PPPTKP (Penyuluh Perikanan) sebagai salah satu 

komponen penting dalam pendataan produksi perikanan di 17 

Kabupaten/Kota. Pemahaman akan pentingnya implementasi target dan 

capaian indikator Renstra 2025-2029 merupakan hal yang penting mereka 

pahami agar mendapatkan data yang valid dan aktual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Rapat Pemberian arahan kepada Penyuluh Perikanan 

 

Sebagai salah satu upaya memperkuat sistem pengumpulan data sektor 

kelautan dan perikanan yang akuntabel dan berbasis kondisi riil di lapangan, 
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telah dilaksanakan rapat pemberian pengarahan kepada penyuluh perikanan se-

Provinsi Sumatera Selatan. Rapat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

dan penegasan kembali mengenai peran strategis penyuluh perikanan sebagai 

ujung tombak dalam pencatatan dan pelaporan data produksi sektor kelautan 

dan perikanan di wilayah tugas masing-masing. 

Dalam arahan yang disampaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Sumatera Selatan, ditekankan bahwa: 

❖ Penyuluh perikanan memiliki fungsi penting tidak hanya sebagai 

pendamping masyarakat pelaku usaha perikanan, tetapi juga sebagai 

petugas pencatat dan pelapor data produksi sektor kelautan dan 

perikanan. 

Data yang harus dicatat dari 17 Kabupaten/Kota meliputi: 

o Produksi perikanan tangkap, 

o Produksi perikanan budidaya, 

o Produk hasil olahan ikan. 

❖ Akurasi dan Validitas Data Menjadi Prioritas 

Data yang dikumpulkan oleh penyuluh akan digunakan sebagai 

dasar penyusunan perencanaan, pengambilan kebijakan, serta pelaporan 

capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. 

Oleh karena itu, penyuluh diminta untuk mencatat dan melaporkan data 

yang benar-benar faktual, sesuai dengan kondisi riil di lapangan, tanpa 

ada pengurangan maupun penambahan yang tidak sesuai fakta. 

❖ Perlunya Pembekalan dan Pendampingan Teknis 

Untuk mendukung peran ini, penyuluh perikanan diberikan 

pembekalan dan pendampingan teknis terkait cara pengumpulan, 

pencatatan, serta penginputan data melalui format digital yang telah 

disiapkan, seperti Google Form dan Google Spreadsheet. Hal ini 

bertujuan agar seluruh data yang masuk ke provinsi sudah melalui proses 

verifikasi awal dari tingkat kabupaten/kota. 
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❖ Sinergi dan Tanggung Jawab Bersama 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan 

mengajak seluruh penyuluh perikanan untuk membangun komitmen 

bersama dalam menjaga integritas data yang dikumpulkan, sehingga 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku 

kepentingan terhadap kualitas data sektor kelautan dan perikanan di 

Sumatera Selatan. 

Rapat ditutup dengan sesi diskusi teknis serta simulasi pengisian format 

digital, agar penyuluh perikanan benar-benar memahami prosedur dan tata cara 

pelaporan yang telah ditetapkan. Melalui proses ini diharapkan sistem 

pengumpulan data sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Selatan menjadi 

lebih tertib, valid, dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan 

program yang tepat sasaran. 

11. Koordinasi dan desk Penyempurnaan Renstra 2025-2029 ke Bappeda 

Provinsi Sumatera Selatan. 

Rapat Koordinasi dan Desk Penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) 

Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. 

Rapat ini dihadiri oleh seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan agenda 

utama membahas penyempurnaan dokumen Renstra agar selaras dengan visi 

dan misi Gubernur Sumatera Selatan dalam membangun daerah. 

Dalam rapat tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan secara tegas 

memberikan arahan dan himbauan kepada seluruh perangkat daerah agar 

seluruh indikator kinerja yang disusun dalam Renstra tidak berdiri sendiri secara 

sektoral, melainkan wajib bersinergi dan mendukung secara langsung 

pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD 

Provinsi Sumatera Selatan. 

Selain membahas indikator kinerja utama, rapat koordinasi dan desk juga 

membahas hal-hal berikut: 
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a) Penajaman kembali program dan kegiatan yang dituangkan dalam 

Renstra masing-masing perangkat daerah, agar benar-benar relevan 

dengan prioritas pembangunan daerah serta tidak tumpang tindih antar 

perangkat daerah. 

b) Evaluasi dan penyesuaian besaran anggaran pada program dan kegiatan 

yang direncanakan, dengan memperhatikan keterbatasan fiskal daerah 

dan kebutuhan strategis pembangunan daerah. 

c) Sinkronisasi antara indikator kinerja, program, kegiatan, dan anggaran 

agar seluruh komponen dalam dokumen Renstra saling mendukung, serta 

memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. 

d) Khusus untuk Dinas Kelautan dan Perikanan, kembali ditegaskan bahwa 

indikator kinerja utama seperti Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar 

Petani Ikan (NTPI), dan Angka Konsumsi Ikan (AKI) harus tetap menjadi 

indikator prioritas yang ditetapkan secara realistis, akuntabel, dan selaras 

dengan kebijakan nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 

Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa seluruh perangkat daerah akan 

menyempurnakan dokumen Renstra 2025–2029 paling lambat sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, serta 

tetap membuka ruang konsultasi dan asistensi lanjutan jika diperlukan. 
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Gambar 3.15. Koordinasi dan desk Penyempurnaan Renstra 2025-2029 di 

Bappeda Prov Sumsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Notulen desk Penyempurnaan Renstra 2025-2029 di 

Bappeda Prov Sumsel 
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Gambar 3.17. Konsultasi Penyempurnaan Renstra 2025-2029 ke Kepala 

Bidang Ekonomi Bappeda Prov Sumsel 

Sebelum disampaikan dan disosialisasikan kepada 17 kabupaten/kota di 

Provinsi Sumatera Selatan, Draft Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan 

dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 yang telah melalui 

proses penyempurnaan terlebih dahulu dikonsultasikan secara resmi kepada 

Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, khususnya kepada Bidang Perekonomian. 

Konsultasi ini dilakukan sebagai langkah untuk memastikan bahwa 

seluruh aspek yang termuat dalam dokumen Renstra, mulai dari tujuan, sasaran, 

indikator kinerja utama, program dan kegiatan, hingga besaran anggaran, telah 

selaras dan mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD). 

Melalui konsultasi ini, Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi Sumatera 

Selatan memberikan masukan dan arahan terkait: 

• Penyesuaian indikator kinerja utama sektor kelautan dan perikanan agar 

tidak hanya mencerminkan kebutuhan sektoral, tetapi juga berkontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. 
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• Koreksi dan penajaman kembali program dan kegiatan yang 

direncanakan, agar efektif, efisien, serta sesuai dengan prioritas 

pembangunan daerah. 

• Penyesuaian besaran anggaran program/kegiatan dengan 

memperhatikan kebijakan fiskal daerah dan prinsip pengelolaan keuangan 

daerah yang akuntabel. 

Dengan adanya proses konsultasi ini, diharapkan dokumen Renstra Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 yang 

nantinya akan disampaikan kepada 17 kabupaten/kota telah benar-benar 

matang, sistematis, dan memiliki keselarasan serta sinergi dengan seluruh 

dokumen perencanaan daerah lainnya. Hal ini menjadi bagian dari upaya 

menciptakan perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang 

lebih terukur, akuntabel, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan 

masyarakat di Sumatera Selatan. 

12. Penyampaian dan upaya mensosialisasikan Draft Dokumen Renstra 

2025-2029 ke 17 Kab/Kota. 

Sebagai bagian dari upaya memastikan keselarasan dan sinergi 

perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di tingkat provinsi 

dan kabupaten/kota, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera 

Selatan telah melaksanakan kegiatan penyampaian dan sosialisasi Draft 

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) DKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2025–2029 kepada 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. 

Penyampaian dan sosialisasi ini bertujuan agar kabupaten/kota dapat 

menjadikan Renstra DKP Provinsi Sumatera Selatan sebagai panduan dan 

acuan dalam menyusun Renstra masing-masing perangkat daerah yang saat ini 

juga sedang dalam proses penyusunan. Dengan mengacu pada Renstra 

Provinsi, diharapkan indikator kinerja, program, dan kegiatan di tingkat 

kabupaten/kota dapat saling mendukung dan selaras dengan arah kebijakan 

pembangunan daerah. 
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Adapun upaya sosialisasi dan penyampaian Draft Renstra tersebut dilakukan 

melalui dua cara utama: 

a. Melalui Media Online 

DKP Provinsi Sumatera Selatan memanfaatkan media komunikasi 

online berupa grup WhatsApp yang telah terbangun antara DKP Provinsi 

dengan perencana dan pengampu Renstra di 17 kabupaten/kota. Melalui 

grup tersebut, Draft Dokumen Renstra DKP Provinsi Sumsel Tahun 2025–

2029 disampaikan lengkap dengan baseline data online yang telah 

disusun dan dapat dijadikan sebagai referensi atau panduan oleh 

kabupaten/kota. Selain melalui grup WhatsApp, dokumen dan informasi 

terkait juga disampaikan melalui pesan pribadi kepada para pengampu 

Renstra di masing-masing kabupaten/kota. Dalam banyak kasus, 

komunikasi tersebut dilanjutkan dengan diskusi dan konfirmasi melalui 

sambungan telepon untuk memastikan bahwa isi dan substansi Renstra 

Provinsi benar-benar dipahami dan dijadikan rujukan oleh kabupaten/kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18. Sosialisasi Renstra 2025-2029 ke Grup Perencanaan 
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Gambar 3.19. Sosialisasi Renstra 2025-2029 Melalui Whatsapp 

 

b. Melalui Pertemuan Langsung 

Selain melalui media online, beberapa kabupaten/kota 

berkesempatan melakukan koordinasi secara langsung dengan DKP 

Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten/kota tersebut antara lain Ogan 

Komering Ilir, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau, Kota 

Prabumulih, dan Kabupaten Lahat. Dalam pertemuan langsung tersebut, 

dilakukan diskusi lebih mendalam mengenai isi Draft Renstra, termasuk 

penjelasan terkait indikator kinerja utama, program, kegiatan, serta 

baseline data yang telah disepakati dan diselaraskan dengan Bappeda 

Provinsi Sumatera Selatan dan BPS Sumsel. 

Melalui kombinasi sosialisasi secara online dan tatap muka ini, diharapkan 

seluruh kabupaten/kota dapat memahami dan mengadopsi substansi dari 

Renstra DKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, sehingga tercipta 

keselarasan dokumen perencanaan antara provinsi dan kabupaten/kota yang 

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan 

perikanan secara terukur dan akuntabel. 
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Gambar 3.20. Tanya Jawab Seputar Renstra 2025-2029 dengan Kab. 
Musi Banyuasin 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Tanya Jawab Seputar Renstra 2025-2029 dengan Kab. OKI 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22. Tanya Jawab Seputar Renstra 2025-2029 dengan Kab. 
Musi Rawas 



 
 

 

 

67 
 

B. Manfaat Aksi Perubahan 

Aksi ini membawa manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh berbagai 

pihak: 

1. Bagi Organisasi (DKP Provinsi Sumatera Selatan): 

• Menyediakan indikator kinerja yang terukur, valid, dan mudah diakses. 

• Meningkatkan akuntabilitas dan kecepatan dalam perencanaan serta 
pelaporan kinerja. 

• Mewujudkan sistem “Satu Data Perikanan” sebagai basis perencanaan 
strategis. 

• Mengurangi duplikasi program/kegiatan yang sebelumnya tumpang tindih. 

 

2. Bagi Stakeholder: 

• Pemerintah Kabupaten/Kota: Mendapatkan referensi capaian kinerja 

sektoral untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah. 

• Penyuluh dan PPTKP: Data yang dikumpulkan diakui dalam dokumen 

resmi dan mendukung kredibilitas peran mereka. 

• BPS dan Bappeda: Menjadi mitra data strategis dengan akses terhadap 

indikator yang tervalidasi. 

• Pelaku usaha perikanan: Kebijakan dan program lebih tepat sasaran 

karena berbasis data kesejahteraan (NTN dan NTPi). 

• Akademisi dan masyarakat: Data terbuka untuk riset, evaluasi, dan 

pemantauan publik. 

3. Penghematan dan Efisiensi Anggaran: 

Penghematan dan efisiensi anggaran dalam aksi perubahan ini tidak 

hanya dilihat dari aspek administratif seperti pengurangan biaya perjalanan dinas 

atau dokumen fisik, namun lebih ditekankan pada peningkatan efektivitas 

program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam dokumen RENSTRA 

2025–2029. Dengan tersedianya data indikator kinerja yang valid dan aktual, 

maka setiap program dan kegiatan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran, 
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menghindari pengeluaran anggaran yang mubazir, serta meningkatkan daya 

guna dan hasil guna dari setiap rupiah yang dikeluarkan. 

Penyusunan target capaian berbasis data juga memastikan bahwa 

intervensi kebijakan dilakukan secara objektif sesuai kondisi lapangan. Hal ini 

berdampak pada penurunan risiko kegagalan program dan peningkatan dampak 

nyata terhadap kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Selain itu, penyelarasan 

antara kebutuhan di daerah dengan arah kebijakan pusat memperkuat sinergi 

anggaran lintas sektor dan meminimalisir pemborosan sumber daya. 

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan 

Hasil pembelajaran dari pelatihan PKP saya aplikasikan secara langsung 

dalam berbagai aspek pelaksanaan aksi perubahan: 

1. Kepemimpinan Kolaboratif dan Partisipatif: Saya menggerakkan tim 

lintas bidang untuk berkolaborasi dalam menyusun data capaian kinerja. 

Melalui pendekatan coaching dan diskusi terbuka, anggota tim aktif 

menyampaikan pandangan dan solusi. 

2. Pemanfaatan Teknologi Digital: Saya mengembangkan sistem berbasis 

Google Form, Google Spreadsheet, dan Google Drive. Semua proses 

terdokumentasi secara digital dan transparan. 

3. Manajemen Kinerja dan Evaluasi: Target capaian disusun berdasarkan 

baseline data aktual dan tervalidasi. Evaluasi dilakukan mingguan 

bersama Tim Efektif. 

4. Coaching dan Pemberdayaan Tim: Saya memberikan pelatihan internal 

kepada anggota tim dalam hal input data digital, penyusunan indikator, 

dan pemahaman prinsip outcome-based performance. 

5. Penguatan Integritas dan Transparansi: Seluruh hasil kegiatan 

dilaporkan secara terbuka, baik dalam rapat internal DKP maupun forum 

eksternal (Bappeda, BPS). 
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Dengan demikian, aksi perubahan ini tidak hanya meningkatkan kinerja 

teknis unit kerja, tetapi juga memperkuat kapasitas kepemimpinan yang adaptif, 

integratif, dan berorientasi hasil. 

Implementasi kompetensi selama pelaksanaan aksi perubahan ini dapat 

dijabarkan dalam tiga kategori utama: 

➢ Kompetensi Teknis: 

o Kemampuan dalam menyusun indikator kinerja berbasis data yang 

terverifikasi. 

o Penggunaan perangkat digital seperti Google Form, Spreadsheet, 

dan dashboard untuk pengumpulan dan pelaporan data. 

o Penyusunan dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) secara 

sistematis dan sesuai regulasi. 

➢ Kompetensi Manajerial: 

o Kepemimpinan dalam membentuk dan mengelola Tim Efektif lintas 

bidang. 

o Koordinasi lintas unit secara daring dan luring untuk mendukung 

pengambilan keputusan. 

o Penyusunan strategi monitoring dan evaluasi capaian kinerja 

organisasi secara berkala. 

➢ Kompetensi Sosial Kultural: 

o Membangun komunikasi dan hubungan kerja yang harmonis 

dengan seluruh stakeholder (Kab/Kota, Bappeda, BPS). 

o Mendorong partisipasi aktif dan rasa memiliki dari anggota tim. 

o Menyampaikan hasil kerja secara terbuka dan akuntabel dalam 

forum formal dan informal. 

Gabungan ketiga kompetensi ini memperkuat pelaksanaan fungsi 

strategis Subbagian PEP sekaligus mempercepat pencapaian tujuan organisasi 

secara efektif dan berintegritas. 
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Tabel 3.1. Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan 

No Kompetensi Indikator Pengembangan Implementasi dalam Aksi 

1 Teknis Mampu menyusun 
indikator berbasis data 
dan mengolah dokumen 
strategis 

Menyusun indikator capaian 
RENSTRA berbasis data 
sektoral dan validasi 
kabupaten/kota 

  Penggunaan alat digital 
dalam kerja administratif 

Mengembangkan sistem 
Google Form dan 
Spreadsheet untuk input data 
capaian dan target 5 tahunan 

2 Manajerial Mampu memimpin tim dan 
mengoordinasikan lintas 
unit kerja 

Membentuk dan memimpin 
Tim Efektif serta memfasilitasi 
koordinasi rutin 

  
Menyusun strategi 
monitoring dan evaluasi 
kinerja 

Melaksanakan evaluasi 
mingguan dan penyusunan 
pelaporan rutin berbasis 
digital 

3 Sosial 
Kultural 

Mampu membangun 
komunikasi lintas 
stakeholder 

Menjalin koordinasi aktif 
dengan Bappeda, BPS, 
Kabupaten/Kota, dan 
penyuluh 

  Mendorong partisipasi dan 
rasa memiliki dalam tim 

Menerapkan metode 
coaching dan melibatkan 
semua anggota dalam 
perencanaan dan pelaporan 
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BAB IV. 
KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN 

Keberlanjutan aksi perubahan merupakan bagian penting dari proses 

pelaksanaan perubahan yang berorientasi pada hasil. Untuk menjamin bahwa 

seluruh tahapan aksi dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan, maka 

perlu dirancang rencana tindak lanjut yang sistematis dan terukur. Keberlanjutan 

ini mencakup tindak lanjut kegiatan dalam jangka pendek, serta penetapan target 

capaian untuk jangka menengah dan jangka panjang. 

 

A. Tindak Lanjut Kegiatan Jangka Pendek (2 Bulan) 

Berikut ini adalah beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka pendek 

untuk menjaga kesinambungan dari pelaksanaan aksi perubahan: 

• Sosialisasi hasil aksi perubahan kepada seluruh bidang teknis di 

lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. 

Tujuannya adalah agar seluruh pegawai memahami hasil, manfaat, dan 

arah kebijakan yang telah dirumuskan melalui aksi perubahan ini. 

• Finalisasi dan pengarsipan dokumen aksi, meliputi format data 

indikator, Surat Keputusan Tim Efektif, hasil baseline capaian kinerja, 

serta hasil koordinasi lintas unit. Dokumen-dokumen ini diarsipkan secara 

digital dan terintegrasi dalam sistem Google Drive untuk memastikan 

kemudahan akses dan keamanan informasi. 

• Uji coba pengumpulan data lanjutan menggunakan format Google 

Form oleh validator di 17 Kabupaten/Kota. Uji coba ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa sistem pelaporan berbasis digital dapat berjalan 

secara konsisten dan akurat. 

• Pelatihan internal lanjutan bagi tim pengelola data guna memperkuat 

kapasitas teknis dalam mengelola pelaporan digital. Pelatihan ini 

mencakup penggunaan spreadsheet online, penyusunan grafik capaian, 

serta teknik validasi sederhana untuk mencegah data ganda. 

Seluruh kegiatan jangka pendek ini difokuskan untuk memperkuat pondasi 

implementasi sistem baru yang telah dikembangkan dalam aksi perubahan, serta 
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memastikan keterlibatan aktif seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan 

kinerja organisasi. 

 

B. Target Capaian Jangka Menengah (6 Bulan) 

Capaian jangka menengah dirancang untuk memperkuat sistem yang telah 

dibangun dan mulai mengintegrasikannya ke dalam dokumen dan proses 

perencanaan resmi organisasi. Adapun target yang ingin dicapai meliputi: 

• Integrasi indikator aksi ke dalam dokumen RENSTRA DKP 2025–

2029. Indikator yang telah disusun melalui aksi perubahan akan dijadikan 

acuan utama dalam perencanaan strategis DKP Provinsi Sumatera 

Selatan. 

• Penerapan pelaporan digital sektoral. Setiap bidang akan menerapkan 

sistem pelaporan kinerja menggunakan formulir dan spreadsheet digital 

secara berkala, yang terhubung langsung dengan database pusat 

pengelolaan data kinerja. 

• Pemutakhiran data sektoral secara berkala. Pemutakhiran ini dilakukan 

melalui kerja sama lintas instansi, seperti BPS dan Bappeda, untuk 

menjamin akurasi dan sinkronisasi data sektoral dengan data makro 

pembangunan daerah. 

• Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) berbasis hasil aksi. Data dan indikator yang telah divalidasi 

akan digunakan dalam penyusunan LAKIP tahunan, dengan penekanan 

pada hasil (outcome) yang menggambarkan dampak nyata kebijakan. 

Langkah-langkah tersebut akan membentuk pola kerja baru yang berbasis 

data dan mendukung peningkatan nilai akuntabilitas melalui evaluasi SAKIP 

yang lebih terstruktur dan terukur. 

C. Target Capaian Jangka Panjang (1-5 Tahun) 

Capaian Jangka panjang ini merupakan fase pelaksanaan Dokumen Renstra 

selama 5 (lima) tahun yang memastikan Perubahan-perubahan  nya 
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terimplementasi pada Program/Kegiatan yang dilaksanakan Bidang Teknis 

dan UPTD. Secara rinci apat dijelaskan sebagai berikut: 

• Terimplementasinya penerapan IKU dan IKK yang tepat sebagai 

pengukur kinerja dan tingkat keberhasilan pembangunan kelautan dan 

perikanan (Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan) dalam Renstra 2025-

2029. 

• Terimplementasinya penyusunan laporan capaian target kinerja 

berbasis data valid dan aktual secara berkelanjutan di Dinas Kelautan 

dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. 

• Tersusun nya Rencana Program/Kegiatan yang disesuaikan dengan 

hasil evaluasi indikator kinerja. 

• Dilaksanakannya dokumen RENSTRA DKP 2025–2029 yang 

menunjang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan (SKIP) yang 

mendukung terwujudnya Good governance. 
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BAB V. 

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN 
 

Sebagai bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), peserta 

dibekali dengan sejumlah modul pelatihan yang dirancang untuk memperkuat 

kapasitas kepemimpinan, manajerial, dan teknis aparatur pemerintah. Setiap 

modul pelatihan memiliki keterkaitan erat dengan tantangan yang dihadapi oleh 

peserta di unit kerjanya masing-masing. 

Aksi perubahan yang penulis susun bertujuan untuk mengatasi lemahnya 

akuntabilitas penyusunan target dan capaian kinerja, yang selama ini masih 

banyak bergantung pada data tidak aktual dan belum tervalidasi. Tugas ini 

merupakan bagian integral dari fungsi Subbag Perencanaan, Evaluasi, dan 

Pelaporan—sebuah unit kerja strategis yang menjadi motor penggerak 

perencanaan pembangunan berbasis data di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Sumatera Selatan. Implementasi dari aksi ini tidak hanya terbatas pada 

perbaikan prosedural dalam pengumpulan data dan penyusunan indikator, tetapi 

juga menjadi fondasi utama dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis 

jangka menengah, yakni Rencana Strategis (Renstra) DKP Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun 2025–2029. Data yang valid dan indikator berbasis kesejahteraan 

yang diperoleh melalui aksi perubahan akan diintegrasikan ke dalam target 

kinerja dalam Renstra tersebut, sehingga menjamin keselarasan antara 

dokumen perencanaan dengan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan. 

Melalui serangkaian pembelajaran di PKP, penulis memperoleh wawasan, 

metode, dan keterampilan baru dari berbagai modul yang tidak hanya relevan 

secara tematik, tetapi juga kontekstual terhadap pelaksanaan aksi perubahan. 

Pemanfaatan modul-modul ini menjadi penguat dalam membangun kerangka 

kerja penyusunan kinerja yang akuntabel, partisipatif, dan berbasis bukti. 
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Berikut pemaparan keterkaitan antara modul pelatihan dan pelaksanaan 

aksi perubahan: 

A. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik 

Modul ini memberikan pemahaman tentang bagaimana menyusun 

kegiatan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta 

berdasarkan data dan kondisi riil lapangan. 

Pemanfaatan: 

Sebagai Subbag Perencanaan, modul ini memperkuat pemahaman dalam 

menyusun program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome) bukan 

sekadar output. Dalam aksi perubahan, pengetahuan dari modul ini digunakan 

untuk: 

• Menyusun indikator kinerja berbasis kesejahteraan (NTN dan NTPi), 

• Menyelaraskan antara target kinerja dengan kebutuhan lapangan dan 

data statistik sektoral. 

B. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pelayanan Publik 

Modul ini memuat teknik penyusunan RKA yang berbasis kinerja serta 

integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. 

Pemanfaatan: 

Dalam konteks aksi perubahan, penyusunan target kinerja tidak terlepas dari 

alokasi anggaran. Modul ini membantu menyusun rencana kerja dan anggaran 

yang realistis dan terukur berdasarkan data aktual di lapangan. Indikator yang 

disempurnakan akan menjadi dasar dalam alokasi anggaran kegiatan strategis 

ke depan. 
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C. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 

Modul ini mengajarkan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) serta 

pengendalian kinerja melalui metode PDCA (Plan, Do, Check, Action). 

Pemanfaatan: 

Dalam aksi perubahan, modul ini digunakan untuk merancang sistem kontrol 

pelaksanaan penyusunan target capaian agar: 

• Terdapat mekanisme validasi data, 

• Ada sistem evaluasi efektivitas indikator, 

• Proses monev berkontribusi pada perbaikan berkelanjutan. 

D. Berpikir Kreatif dalam Pelayanan 

Modul ini mengasah kemampuan peserta dalam menemukan solusi 

inovatif atas masalah pelayanan publik melalui pendekatan kreatif dan out of the 

box. 

Pemanfaatan: 

Aksi perubahan ini lahir dari kesadaran bahwa indikator kinerja yang selama ini 

digunakan belum merepresentasikan realitas. Modul ini menginspirasi 

pemanfaatan indikator berbasis kesejahteraan ( NTN dan NTPi) yang belum 

lazim digunakan dalam dokumen perencanaan. 

Hasilnya adalah solusi baru berupa model integrasi data berbasis lapangan. 

E. Pelayanan Publik Digital 

Modul ini menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan 

publik berbasis data dan teknologi informasi. 

Pemanfaatan: 

Mengingat substansi aksi perubahan adalah pengumpulan dan pengolahan data 

dari berbagai sumber, pemahaman dari modul ini diterapkan dalam: 

• Perencanaan integrasi data capaian kinerja ke dalam sistem digital 

sederhana, yakni Googleform dan Spreadsheet 
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• Data yang telah terinput pada Googleform dan Spreadsheet digunakan 

sebagai salah satu dasar Pemetaan target indicator kinerja pada masing-

masing bidang teknis. 

F. Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila 

Modul ini menekankan pentingnya nilai-nilai etika, integritas, dan 

tanggung jawab ASN dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. 

Pemanfaatan: 

Aksi perubahan ini membawa misi akuntabilitas dan transparansi. Nilai integritas 

dari modul ini memperkuat komitmen penulis dan tim untuk: 

• Menyajikan data kinerja secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan, 

• Menjadi pengawal pelaporan yang tidak dimanipulasi demi pencitraan 

semu. 

Melalui integrasi pembelajaran dari berbagai modul pelatihan, pelaksanaan aksi 

perubahan ini tidak hanya didukung secara teoritis, tetapi juga dibekali dengan 

keterampilan praktis dan landasan etis yang kokoh. Dari sudut pandang Subbag 

Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, seluruh modul memberikan kontribusi 

strategis dalam membentuk sistem perencanaan kinerja yang akurat, akuntabel, 

dan inovatif, yang menjadi fondasi perumusan kebijakan sektor kelautan dan 

perikanan di Provinsi Sumatera Selatan ke depan. 
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BAB VI. 

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN 

 

Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan aksi perubahan "Peningkatan 

Akuntabilitas Target Dan Capaian Kinerja Dengan Menggunakan Data Yang 

Valid Dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan 2025-2029 

Provinsi Sumatera Selatan", kegiatan diseminasi dan publikasi menjadi sangat 

penting dalam memastikan bahwa inovasi yang telah dilakukan tidak berhenti 

sebagai praktik terbatas, tetapi dapat diketahui, didukung, dan direplikasi oleh 

berbagai pihak. Diseminasi ini juga menjadi bagian dari tahapan strategis untuk 

memastikan bahwa substansi aksi perubahan benar-benar terinternalisasi ke 

dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DKP Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2025–2029. Dengan kata lain, hasil dari aksi perubahan ini bukan hanya 

digunakan untuk perbaikan teknis jangka pendek, tetapi menjadi acuan resmi 

dalam perumusan indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), 

serta program prioritas pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun ke 

depan. Oleh karena itu, publikasi dan komunikasi secara masif kepada para 

pemangku kepentingan, termasuk Bappeda Provinsi, unit teknis, dan mitra data 

seperti BPS, merupakan langkah penting agar integrasi ke dalam Renstra 

bersifat sistemik dan mendapat dukungan penuh lintas sektor.  

A. Penerapan Strategi Komunikasi 

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan dan keberlanjutan aksi 

perubahan "Peningkatan Akuntabilitas Target Dan Capaian Kinerja Dengan 

Menggunakan Data Yang Valid Dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan Dan 

Perikanan 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan", strategi komunikasi menjadi 

elemen vital yang dijalankan secara terstruktur dan terencana. Strategi ini 

ditujukan untuk membangun pemahaman bersama, memperoleh dukungan, dan 

memastikan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses 

perubahan. 
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Secara khusus, strategi komunikasi dirancang untuk menjamin bahwa 

hasil aksi perubahan tidak hanya diketahui oleh internal organisasi, tetapi juga 

menjadi bagian dari dokumen perencanaan resmi yaitu Rencana Strategis 

(Renstra) DKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029. Hal ini menjadi 

penting karena Renstra merupakan dokumen yang menetapkan arah 

pembangunan, indikator kinerja utama, dan target pembangunan sektor kelautan 

dan perikanan dalam lima tahun ke depan. 

Dalam proses komunikasi ini, dilakukan pendekatan top-down dan 

bottom-up secara simultan, melibatkan pimpinan, unit teknis, serta stakeholder 

lintas sektor. Komunikasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dan 

partisipatif, agar seluruh pihak memahami pentingnya perubahan indikator dan 

metode pelaporan kinerja berbasis data valid. 

Langkah-langkah konkret dalam penerapan strategi komunikasi antara lain: 

Untuk memperluas pemahaman, membangun dukungan, serta 

menyampaikan substansi aksi perubahan kepada berbagai pemangku 

kepentingan, strategi komunikasi yang diterapkan antara lain: 

1. Rapat Tim Efektif dan Koordinasi dengan Bidang/Instansi Teknis 
Pengampu 

Penyampaian hasil penyusunan aksi perubahan pada Renstra DKP 2025-

2029 dilakukan melalui pertemuan secara langsung dengan Bidang 

Teknis di DKP Sumsel, PPTKP/Penyuluh Perikanan, Bappeda, serta BPS 

Provinsi. Selain itu, Beberapa Kabupaten/Kota pun telah melakukan 

koordinasi secara langsung ke DKP Provinsi guna mengkonsultasikan 

Renstra yang sedang mereka sususn. Kegiatan ini menjadi sarana 

komunikasi awal sekaligus advokasi untuk menguatkan arah pelaksanaan 

perubahan. 

2. Sosialisasi Internal DKP Provinsi Sumatera Selatan 

Hasil dan rancangan indikator baru disampaikan dalam forum koordinasi 

internal kepada Kepala Bidang dan Sekaligus meminta dukungan karena 
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data yang terkumpul merupakan agregasi dari struktur dibawahnya. 

Tujuannya adalah membangun pemahaman bersama dan menyelaraskan 

arah perencanaan berbasis data valid ke dalam siklus kerja reguler 

instansi. 

3. Strategi komunikasi berbasis Media Digital 

Seluruh Dokumen yang akan dijadikan panduan oleh Kabupaten/Kota 

dalam meyusun Renstra mereka diunggah pada Google Drive 

Perencanaan DKP Provinsi dan dapat diakses oleh semua pihak terkait 

melalui link :  

https://drive.google.com/drive/folders/1oXVHiM06A-

f1OLp8Lv3aeIcQ74psSGuV?usp=drive_link  

 

Gambar 6.1. Tampilan Google Drive yang di bagikan 

Sedangkan dalam penginputan Baseline data indikator, disediakan 

Google Form dengan link : https://forms.gle/mDPsDLyzufoWogof9 yang 

langsung terekap pada google spreadsheet dengan link : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qjAEySJtm1HWtXzmldZ3ztlJh

E38O4zdDPhEKlQ2J-U/edit?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1oXVHiM06A-f1OLp8Lv3aeIcQ74psSGuV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1oXVHiM06A-f1OLp8Lv3aeIcQ74psSGuV?usp=drive_link
https://forms.gle/mDPsDLyzufoWogof9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qjAEySJtm1HWtXzmldZ3ztlJhE38O4zdDPhEKlQ2J-U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qjAEySJtm1HWtXzmldZ3ztlJhE38O4zdDPhEKlQ2J-U/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/10brwiGp1lkLGKi-

JxP7ugh_iOzQfVFl2se4mmAm6A8c/edit?usp=sharing  

 

Gambar 6.2. Tampilan Google Form saat akan dilakukan pengisian 

 

Gambar 6.2. Tampilan Google Speadsheet yang telah menjadi baseline data 

digital 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10brwiGp1lkLGKi-JxP7ugh_iOzQfVFl2se4mmAm6A8c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10brwiGp1lkLGKi-JxP7ugh_iOzQfVFl2se4mmAm6A8c/edit?usp=sharing
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Penggunaan Google Form dalam aksi perubahan ini bertujuan untuk 

menggantikan metode pengumpulan data secara konvensional yang 

selama ini dilakukan secara manual melalui formulir cetak atau laporan 

berbasis dokumen fisik. Dengan sistem ini, data yang diinput oleh 

penyuluh perikanan dan validator dari bidang teknis di kabupaten/kota 

langsung terkirim dan teragregasi secara otomatis ke dalam Google 

Spreadsheet milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera 

Selatan. 

Keuntungan utama dari penerapan sistem ini adalah: 

• Transformasi Informasi Data yang Lebih Cepat 

Setiap data yang diinput melalui Google Form dapat langsung dilihat dan 

dimonitor secara real-time oleh tim perencana dan evaluator di provinsi. 

Hal ini memungkinkan proses validasi dan pengolahan data dilakukan 

dengan lebih cepat dibandingkan dengan cara konvensional yang 

membutuhkan waktu pengumpulan, rekap, dan input ulang secara 

manual. 

• Kemudahan Akses dan Pencarian Data 

Dengan sistem yang terintegrasi di Google Spreadsheet, seluruh data 

tersimpan dalam satu basis data yang tersusun rapi, dapat difilter, dicari, 

dan diolah kapan pun dibutuhkan. Hal ini memudahkan tim Subbagian 

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam menyusun laporan, analisis 

kinerja, maupun saat memerlukan data untuk pengambilan keputusan 

strategis. 

• Efisiensi dan Transparansi 

Sistem ini mengurangi potensi kesalahan input berulang, duplikasi data, 

serta meminimalkan keterlambatan dalam pelaporan. Selain itu, data yang 

sudah masuk dapat dipantau oleh seluruh anggota tim efektif yang diberi 

akses, sehingga proses pengumpulan dan verifikasi data menjadi lebih 

transparan dan akuntabel. 
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Melalui penerapan Google Form dan Google Spreadsheet ini, aksi 

perubahan tidak hanya membawa perbaikan pada sisi substantif 

penyusunan indikator dan capaian kinerja, tetapi juga mendorong 

transformasi digital dalam sistem kerja Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Sumatera Selatan ke arah yang lebih modern dan efisien. 

Nantinya hasil aksi perubahan diarsipkan dalam bentuk yang lebih 

menarik, yakni dengat format Majalah cetak yang lebig ringkas dan 

menarik. Sedangkan Laporan Utama disajikan dalam bentuk digital serta 

disampaikan ke LAN RI Melalui BPSDMD Prov Sumsel yang akan 

diketahui oleh mentor, coach, dan pimpinan instansi untuk memperkuat 

legitimasi dan publikasi kelembagaan. 

B. Keberhasilan Mendapat Dukungan dan Komitmen Replikasi 

Keberhasilan aksi perubahan "Peningkatan Akuntabilitas Target Dan 

Capaian Kinerja Dengan Menggunakan Data Yang Valid Dan Aktual Pada 

Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan 2025-2029 Provinsi Sumatera Selatan" 

tidak hanya ditunjukkan dari implementasinya dalam jangka pendek, tetapi juga 

melalui dukungan kelembagaan yang kuat dan peluang replikasi yang terbuka. 

Hal ini tercermin dari komitmen berbagai pihak untuk menjadikan aksi perubahan 

sebagai model kerja yang terintegrasi dalam kebijakan dan perencanaan 

strategis. 

Secara khusus, dukungan tersebut terlihat dari proses penyusunan 

dokumen Rencana Strategis (Renstra) DKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2025–2029, di mana hasil dari aksi perubahan telah diakomodasi sebagai bagian 

dari penyempurnaan indikator kinerja. Dengan menggunakan data yang valid 

dan berbasis lapangan, indikator-indikator seperti Nilai Tukar Nelayan (NTN), 

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), dan Angka Konsumsi Ikan (AKI) 

dimasukkan sebagai pengganti indikator yang sebelumnya hanya fokus pada 

volume produksi. Pendekatan ini dinilai lebih representatif terhadap 

kesejahteraan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. 



 
 

 

 

84 
 

Langkah ini diperkuat dengan dukungan penuh dari pimpinan instansi 

yang secara terbuka menyatakan komitmennya untuk menjadikan indikator hasil 

aksi perubahan sebagai rujukan resmi dalam pengukuran kinerja strategis DKP. 

Unit teknis di bidang perikanan budidaya, tangkap, serta penyuluhan juga 

menyampaikan kesediaan untuk mendukung pengumpulan data lapangan 

secara berkala dan memastikan keabsahan data melalui proses verifikasi 

internal. 

Lebih lanjut, hasil aksi perubahan telah didiseminasikan dalam berbagai 

forum lintas sektor seperti Forum Perangkat Daerah (FPD) dan forum koordinasi 

pembangunan, yang memungkinkan terbentuknya pemahaman bersama lintas 

OPD dan kabupaten/kota. Bahkan, sejumlah perwakilan kabupaten/kota 

menyatakan ketertarikan untuk mereplikasi pendekatan ini dalam perencanaan 

daerah mereka, khususnya dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dan 

penyempurnaan dokumen LAKIP. 

Dengan demikian, keberhasilan aksi perubahan ini tidak hanya terletak 

pada efektivitas teknis, tetapi juga pada keberhasilannya memperoleh legitimasi, 

dukungan politis, dan potensi skalabilitas ke berbagai level pemerintahan. Aksi 

perubahan ini kini berdiri sebagai model praktik baik yang siap diadopsi lebih luas 

guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas perencanaan kinerja 

di sektor kelautan dan perikanan. 

Hasil diseminasi menunjukkan respon positif dari berbagai pihak terhadap 

substansi dan manfaat aksi perubahan. Beberapa bentuk keberhasilan dalam 

membangun dukungan dan potensi replikasi antara lain: 

1. Dukungan Pimpinan Instansi 

Kepala Dinas menyatakan komitmen untuk mengadopsi indikator hasil 

aksi ke dalam dokumen Renstra DKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2025–2029 sebagai indikator resmi kinerja strategis dinas. 
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Gambar 6.3. Video dan Pernyataan Dukungan Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan Prov Sumsel 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan secara 

tegas menyampaikan komitmen dan dukungannya terhadap implementasi 

seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku, baik dari pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah, dalam rangka mewujudkan program dan kegiatan yang tepat 

sasaran, efektif, serta akuntabel. 

Dukungan tersebut diwujudkan dengan memastikan bahwa seluruh 

proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan di 

lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan mengikuti pedoman yang telah 

ditetapkan, termasuk ketentuan sistematika penyusunan dokumen perencanaan 

sesuai dengan Permendagri, arahan dari Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 

serta petunjuk teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan juga menegaskan bahwa upaya 

peningkatan akuntabilitas dan transparansi menjadi prioritas dalam tata kelola 

organisasi, agar setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat 

nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. 
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Dengan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, 

diharapkan pada masa mendatang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Sumatera Selatan dapat meraih predikat istimewa “A” dalam penilaian Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mencerminkan bahwa 

organisasi telah dikelola secara efektif, efisien, dan berorientasi hasil sesuai 

dengan visi dan misi pembangunan daerah. 

2. Komitmen dan dukungan Bidang Teknis dan instansi terkait. 

PPTKP,  

Sebagai bagian dari upaya memastikan keberhasilan pelaksanaan aksi 

perubahan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, komitmen dan 

dukungan dari seluruh pihak terkait menjadi faktor yang sangat penting. 

Dukungan tersebut datang dari berbagai unsur, antara lain: 

➢ Kepala Bidang Teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Sumatera Selatan 

Sebagai penanggung jawab langsung atas data sektoral perikanan 

tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil 

perikanan, Kepala Bidang Teknis menyatakan komitmennya untuk 

mendukung penyediaan data yang valid dan faktual. Dalam porsi 

kewenangannya, Kepala Bidang Teknis memastikan bahwa seluruh unit 

di bawah koordinasi bidang masing-masing melaksanakan pengumpulan 

data, verifikasi, dan penginputan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan.  

Berikut adalah dukungan Kepala Bidang Teknis di DKP Sumsel: 
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Gambar 6.4. Video dan Pernyataan Dukungan Sekretaris Dinas Kelautan 
dan Perikanan Prov Sumsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.5. Video dan Pernyataan Dukungan Kabid Perikanan Budidaya 
Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumsel 
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Gambar 6.7. Video dan Pernyataan Dukungan Kabid PUPMHKP Dinas 
Kelautan dan Perikanan Prov Sumsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.8. Video dan Pernyataan Dukungan Kabid Perikanan Tangkap Dinas 
Kelautan dan Perikanan Prov Sumsel 
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Gambar 6.9. Video dan Pernyataan Dukungan Kabid PRL, PUD dan PSDKP 
Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Sumsel 

➢ Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (Bidang Perekonomian) 

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan 

perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 

melalui Bidang Perekonomian memberikan dukungan penuh terhadap 

penyusunan Renstra DKP Provinsi Sumsel yang selaras dengan visi dan misi 

Gubernur. Dalam porsi tugasnya, Bappeda melakukan asistensi, pengawalan 

terhadap sistematika dan substansi dokumen Renstra, serta memastikan 

bahwa seluruh indikator kinerja, program, kegiatan, dan anggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.10. Video dan Pernyataan Dukungan Kabid Perekonomian 
dan Pendanaan Pembangunan BAPPEDA Prov Sumsel 
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➢ Kepala Dinas Perikanan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan 

Sebagai pelaksana teknis di tingkat daerah, Kepala Dinas 

Perikanan di kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan 

program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan di wilayah masing-

masing.  

Melalui sinergi dan dukungan dari seluruh pihak sesuai dengan 

porsi kewenangan masing-masing, Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Sumatera Selatan optimis bahwa dokumen Renstra 2025–2029 

yang disusun akan lebih akuntabel, tepat sasaran, dan mampu menjadi 

panduan utama dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang 

berkelanjutan di Sumatera Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.11. Video dan Pernyataan Dukungan Kepala Dinas Perikanan 
Kota Prabumulih 
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Gambar 6.12. Video dan Pernyataan Dukungan Kepala Dinas Perikanan 
Kabupaten Banyuasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.13. Video dan Pernyataan Dukungan Kepala Dinas Perikanan 
Kabupaten Muara Enim 
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Gambar 6.14. Video dan Pernyataan Dukungan Kepala Dinas Ketahanan 
Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.15. Video dan Pernyataan Dukungan Kepala Perikanan             
Kabupaten Lahat 
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3. Potensi Replikasi Lintas Daerah. 

Melalui proses penyampaian dan sosialisasi Draft Dokumen 

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2025–2029 yang dilakukan secara bertahap melalui media online 

seperti grup WhatsApp dan pesan pribadi, telah muncul respons positif 

dari beberapa kabupaten/kota di Sumatera Selatan. 

Beberapa kabupaten/kota, setelah menerima informasi dan 

dokumen yang disampaikan, menyatakan ketertarikan untuk mengadopsi 

pendekatan serupa dalam penyusunan Renstra di daerah masing-masing. 

Hal ini mencakup tidak hanya isi substansi dokumen, tetapi juga metode 

pengumpulan data capaian kinerja yang berbasis digital menggunakan 

Google Form dan Google Spreadsheet, serta prinsip penyelarasan 

indikator kinerja utama dengan visi dan misi kepala daerah setempat. 

Melalui penerapan strategi komunikasi yang tepat dan diseminasi 

informasi secara berjenjang, aksi perubahan yang dilaksanakan oleh DKP 

Provinsi Sumatera Selatan terbukti tidak hanya berdampak secara internal 

dalam organisasi, tetapi juga membuka peluang untuk direplikasi dan 

diadopsi secara lebih luas oleh unit kerja lain di sektor kelautan dan 

perikanan di tingkat kabupaten/kota. 

Dengan adanya potensi replikasi ini, diharapkan akan terbentuk 

keseragaman sistem perencanaan dan pelaporan kinerja di seluruh 

wilayah Sumatera Selatan, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya 

perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih efektif, 

efisien, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 

pelaku usaha kelautan dan perikanan. 

Berikut adalah Beberapa Kabupaten/Kota yang melaporkan bahwa 

akan melakukan replikasi / adopsi terhadap Renstra DKP Prov Sumsel 

diantara nya adalah Kabupaten OKI dan MUBA : 
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Gambar 6.16. Kabupaten OKI, izin untuk menggunakan Draft Renstra DKP 
Prov Sumsel untuk bisa di replikasi (Ter-Diseminasikan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.17. Kabupaten MUBA, izin untuk menggunakan IKK pada Draft 
Renstra DKP Prov Sumsel untuk bisa di replikasi (Ter-Diseminasikan) 
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C. Peta Stakeholder: Sebelum dan Sesudah Aksi Perubahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6.18. Peta Stakeholder Sebelum Aksi Perubahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.19. Peta Stakeholder Setelah Aksi Perubahan 

 

LATENTS 

- Bappeda Provinsi 
Sumael 

- BPS Prov Sumsel 
- Akademisi 

PROMOTERS 

- Kepala DKP 
- Sekretaris  DKP 
- Kepala Bidang Teknis 
- Koordinator Data Statistik  
- Validator Data Sektoral 

APATHETICS 

- LSM 
- Masyarakat Umum 

DEFENDERS 

- Koordinator Penyuluh/PPTKP 
- Koordinator Perencana dan Monev 

DKP 
- Dinas Perikanan Kab/Kota 

LATENTS 

- BPS Prov Sumsel 
- Akademisi 

PROMOTERS 

- Kepala DKP 
- Sekretaris  DKP 
- Kepala Bidang Teknis 
- Koordinator Data Statistik  
- Validator Data Sektoral 
- Koordinator Perencana dan 

Monev DKP 
- Bappeda Provinsi Sumael 

APATHETICS 

- LSM 
- Masyarakat 

DEFENDERS 

- Koordinator Penyuluh PPTKP 
- Korrdinator Perencana dan Monev 

DKP 



 
 

 

 

96 
 

Sebelum Aksi Perubahan 

1. Promoters (Penggerak Utama) 

Kepala DKP, Sekretaris DKP, Kepala Bidang Teknis, Koordinator Data 

Statistik, Validator Data. Mereka merupakan pelaku struktural internal 

yang secara langsung bertanggung jawab atas perencanaan, pelaporan, 

dan pengelolaan data. Dukungan mereka sangat kuat sejak awal. 

2. Defenders (Pendukung Teknis) 

Koordinator Penyuluh/PPTKP, Koordinator Perencana dan Monev DKP, 

Dinas Perikanan Kab/Kota. Mereka memahami isu data dan pelaporan 

tetapi belum cukup diberdayakan secara sistematis dalam pengambilan 

keputusan. 

3. Latents (Berpotensi Mendukung) 

Bappeda Provinsi, BPS Provinsi, Akademisi. Meski memiliki pengaruh dan 

otoritas dalam perencanaan makro dan statistik resmi, mereka belum 

dilibatkan secara intensif oleh DKP dalam sistem perencanaan data 

sektoral. 

4. Apathetics (Pasif) 

LSM dan Masyarakat Umum. Keterlibatan publik belum menjadi prioritas 

dalam proses teknokratis penyusunan Renstra dan pelaporan kinerja. 

Setelah Aksi Perubahan 

1. Promoters 

Kepala DKP, Sekretaris DKP, Kepala Bidang Teknis, Koordinator Statistik, 

Validator Data, Koordinator Perencana dan Monev, Bappeda Provinsi 

Sumsel. 

Perubahan Utama: 

Bappeda dan Koordinator Perencana dan Monev naik ke 

Promoters. Hal ini disebabkan peran mereka menjadi strategis 

dalam: 
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▪ Menyelaraskan dokumen perencanaan lintas sektor. 

▪ Melakukan verifikasi dan integrasi indikator capaian dengan 
RPJMD provinsi. 

▪ Terlibat aktif dalam rapat koordinasi teknis dan penyusunan 
RENSTRA 2025–2029. 

Mereka mulai tidak hanya menjadi pengguna data, tetapi ikut 

mengawal validitas dan sinkronisasi indikator. 

2. Defenders 

Koordinator Penyuluh/PPTKP, Dinas Perikanan Kab/Kota. Peran 

penyuluh dan Dinas Kab/Kota tetap penting dalam mendampingi proses 

verifikasi lapangan, namun fokus mereka lebih pada operasionalisasi dan 

pelaporan teknis rutin. 

3. Latents 

BPS Sumsel, Akademisi. BPS tetap menjadi sumber data statistik resmi, 

namun belum ada mekanisme kolaborasi aktif seperti MoU formal atau 

sinkronisasi sistem data. Akademisi masih dalam tahap potensial 

kolaborasi riset dan uji validitas. 
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BAB VII. 

PENGEMBANGAN POTENSI DIRI 

 

A. Pemetaan Sikap, Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan 

Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini, pengembangan potensi diri 

diarahkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas sebagai pejabat 

struktural yang memiliki tanggung jawab dalam menyusun perencanaan dan 

pelaporan kinerja di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera 

Selatan. 

Berdasarkan hasil rekap penilaian gabungan antara peserta dan mentor, 

maka terdapat beberapa aspek dari peserta yang dianggap perlu untuk dilakukan 

rencana pengembangan potensi diri, agar kedepan diharapkan bahwa peserta 

dapat memaksimalkan potensi diri yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan wewenang di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.  

Aspek tersebut terdiri dari beberapa komponen dan sub komponen antara 

lain sebagai berikut : 

 
Tabel 7.1. Aspek Peserta Yang Perlu dikembangkan 

No Komponen Sub Komponen Nilai Rata-Rata 

1 Integritas Kejujuran 8.00 

2 Kerja Sama Fleksibilitas 8.00 

Komintmen dalam Tim 8.00 

3 Mengelola Perubahan Orientasi pada hasil 8.00 

 
Berdasarkan hasil pemetaan awal pada saat penyusunan Rancangan Aksi 

Perubahan, saya mengidentifikasi beberapa kompetensi utama yang perlu 

diperkuat, yaitu: 

 

 

 



 
 

 

 

99 
 

Tabel 7.2. Aspek Peserta Yang Perlu dikembangkan 

No. 
Komponen / Sub-

Komponen 
Tujuan 

Pengembangan 
Strategi 

Pengembangan 
Ukuran Keberhasilan 

1 Integritas  
a. Tanggung Jawab  
b. Kedisiplinan 
c. Kejujuran 

 
Meningkatkan 
konsistensi antara 
ucapan dan 
tindakan melalui 
kinerja yang tepat 
waktu dan 
akuntabel 

 
• Menyusun 

jadwal kerja dan 
jurnal pribadi 
mingguan  

• Melaksanakan 
kegiatan sesuai 
rencana  

• Menyampaikan 
laporan secara 
terbuka kepada 
atasan/tim  

• Mengakui 
kekeliruan dan 
melakukan 
perbaikan  

• Menunjukkan 
keteladanan 
dalam 
menyelesaikan 
tugas 

 
• Tugas diselesaikan 

tepat waktu  
• Laporan progres 

terdokumentasi baik 
• Kepercayaan tim 

meningkat 

2 Kerja Sama  
a. Fleksibilitas 
b. Komitmen dalam 

Tim 

 
Mengembangkan 
kemampuan 
kolaboratif yang 
adaptif serta 
menjaga 
kebersamaan 
dalam tim kerja 

• Aktif 
berpartisipasi 
dalam rapat 
koordinasi  

• Menerima 
perbedaan 
pendapat 
dengan positif  

• Menyesuaikan 
gaya 
komunikasi  

• Hadir penuh 
dalam kegiatan 
dan mendukung 
rekan kerja  

• Mendorong 
solusi bersama 
dalam situasi 
sulit 

• Kolaborasi tim 
berjalan efektif  

• Tidak terjadi konflik 
serius  

• Partisipasi tim tetap 
konsisten 

3 Mengelola 
Perubahan  
Orientasi pada 
Hasil 

Memastikan 
kegiatan 
berorientasi pada 
hasil nyata dan 
terukur 

• Menyusun 
indikator 
keberhasilan 
yang spesifik 
dan terukur  

• Output dan outcome 
tercapai  

• Evaluasi 
menunjukkan 
kepuasan 
peserta/stakeholder  
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No. 
Komponen / Sub-

Komponen 
Tujuan 

Pengembangan 
Strategi 

Pengembangan 
Ukuran Keberhasilan 

• Menyelaraskan 
kegiatan dengan 
hasil yang 
diharapkan  

• Menggunakan 
data evaluasi 
untuk tindak 
lanjut Menyusun 
laporan hasil 
secara 
sistematis 

• Ada tindak lanjut 

 

B. Proses dan Progress/Hasil Pelaksanaan Strategi 

Dalam pelaksanaan aksi perubahan, strategi pengembangan potensi diri 

diimplementasikan secara nyata dalam berbagai bentuk kegiatan. Berikut ini 

uraian proses dan hasil yang dicapai: 

1. Integritas dan Kepemimpinan yang Akuntabel 

Saya memimpin tim secara terbuka dan partisipatif. Setiap keputusan 

didiskusikan bersama, dan pelaporan dilakukan secara berkala kepada 

atasan. Hasilnya, tim menunjukkan loyalitas tinggi dan mampu 

menyelesaikan seluruh tugas sesuai jadwal. 

2. Kemampuan Pengambilan Keputusan yang Tanggap 

Ketika pelaksanaan pelatihan menghadapi hambatan logistik dan cuaca, 

saya dengan cepat menyusun opsi alternatif dan melakukan komunikasi 

dengan stakeholder untuk penyesuaian. Ini membuktikan bahwa respons 

cepat dan tepat sangat krusial dalam kondisi dinamis. 

3. Penguatan Kerjasama Tim 

Saya berinisiatif membentuk tim kecil berdasarkan bidang tugas, yang 

terdiri dari perencana kegiatan, dokumentator, fasilitator teknis, dan 

koordinator peserta. Dengan sistem ini, efektivitas kerja meningkat dan 

peran setiap anggota lebih jelas. 

4. Komunikasi yang Efektif dan Persuasif 

Saya memanfaatkan pelatihan komunikasi untuk menyampaikan ide dan 

meyakinkan stakeholder tentang pentingnya aksi perubahan. Presentasi 

saya dalam forum dinas mendapat respons positif dan mendorong 

terjadinya replikasi kegiatan di dua wilayah lain. 
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5. Kreativitas dan Adaptasi Teknologi 

Saya belajar menyusun modul pelatihan digital sederhana dan 

menyampaikan materi secara visual agar lebih mudah dipahami oleh 

peserta. Ini termasuk pembuatan video pendek tentang cara kerja sistem 

bioflok dan pakan maggot yang terbukti efektif. 

 

Pengembangan potensi diri selama aksi perubahan ini memberikan 

dampak signifikan terhadap efektivitas kepemimpinan saya. Kompetensi inti 

seperti komunikasi, integritas, inovasi, dan kerja sama tim telah meningkat 

melalui pembelajaran nyata di lapangan. Hal ini tidak hanya mendukung 

keberhasilan program, tetapi juga menjadi bekal penting dalam menjalankan 

tugas jabatan ke depan sebagai pemimpin pelayanan publik yang tangguh dan 

adaptif. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

102 
 

C. Perbandingan Rencana dan Realisasi 

No 
Komponen / 

Sub-Komponen 

Kegiatan Pengembangan 
Potensi Diri untuk Mendukung 
Pelaksanaan Aksi Perubahan 

Kegiatan / 
Tahapan Aksi 

Perubahan 
Terkait 

Waktu Pelaksanaan  
Hasil yang 

Diharapkan / 
Evidence 

Hasil (Realisasi) 

    Rencana Realisasi   

1 Integritas  
a. Tanggung 

Jawab  
b. Kedisiplinan  
c. Kejujuran 

- Menyusun dan melaksanakan 
rencana kerja sesuai target 
waktu. 

- Membuat laporan progres 
kegiatan secara berkala. 

- Menerapkan transparansi 
dalam penyampaian informasi 
kegiatan. 

Perencanaan 
dan 
pelaksanaan 
kegiatan 
pelatihan serta 
monitoring 

Mei – 
Juni 
2025 

 
 

Sesuai 
jadwal 

Laporan mingguan, 
jurnal pribadi, 
laporan 
pertanggungjawaban 
kegiatan 

Semua kegiatan 
dilaksanakan sesuai 
jadwal. Laporan 
progres disampaikan 
lengkap dan tepat 
waktu. 

2 Kerja Sama  
a. Fleksibilitas  
b. Komitmen 

dalam Tim 

- Menyesuaikan gaya 
komunikasi dengan karakter 
tim.  

- Mendorong keterlibatan aktif 
seluruh anggota tim.  

- Menjaga semangat tim di 
tengah tekanan jadwal. 

Koordinasi tim 
pelaksana, 
evaluasi 
kegiatan, 
revisi jadwal 
aksi 

Juni – 
Juli 2025 

 
 

Juni – 
Agustus 

2025 

Notulen rapat, 
testimoni tim, hasil 
kerja tim berjalan 
sesuai target 
bersama 

Dinamika tim berjalan 
baik, partisipasi aktif, 
hasil kerja tim sesuai 
target dan mendapat 
apresiasi mentor. 

3 Mengelola 
Perubahan  
• Orientasi pada 

Hasil 

- Menyusun indikator 
keberhasilan aksi secara 
spesifik.  

- Memastikan semua kegiatan 
mengarah pada hasil yang 
dapat diukur.  

- Melakukan evaluasi pasca 
kegiatan. 

Penyusunan 
laporan akhir, 
evaluasi 
pasca 
pelatihan, 
monitoring 
tindak lanjut 
kelompok 
percontohan 

Juli – 
Des 
2025 

 
 
 

Juli 2025 
– Jan 
2026 

Laporan evaluasi 
pelatihan, indikator 
capaian, hasil 
monitoring pasca 
kegiatan 

Indikator hasil 
tercapai, evaluasi 
peserta menunjukkan 
kepuasan tinggi, 
kelompok 
percontohan aktif 
berjalan 
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BAB VIII. 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Aksi perubahan yang diimplementasikan dengan judul “Peningkatan 

Akuntabilitas Target Dan Capaian Kinerja Dengan Menggunakan Data Yang 

Valid Dan Aktual Pada Renstra Dinas Kelautan Dan Perikanan 2025-2029 

Provinsi Sumatera Selatan” menjadi tonggak penting dalam pembenahan sistem 

perencanaan dan pelaporan kinerja organisasi. Permasalahan utama yang 

menjadi latar belakang adalah belum optimalnya penyusunan capaian kinerja 

yang selama ini cenderung administratif dan belum berbasis data yang 

tervalidasi. 

Melalui tahapan aksi yang terstruktur, mulai dari perumusan masalah, 

pembentukan Tim Efektif, penyusunan SOP dan format pelaporan, sosialisasi, 

uji coba, hingga konsolidasi data dengan instansi seperti BPS dan Bappeda, 

diperoleh beberapa pencapaian strategis, antara lain: 

• Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja yang menggunakan data 

aktual dari sumber yang kredibel seperti penyuluh, PPTKP, dan BPS. 

• Terintegrasinya indikator kesejahteraan nasional (NTN, NTPI, dan AKI) ke 

dalam format pelaporan kinerja dan rancangan Renstra DKP Tahun 2025–

2029. 

• Meningkatnya sinergi antarunit teknis dan Sub Bagian PEP dalam 

membangun pemahaman bersama terhadap pentingnya validitas data 

sebagai dasar pengambilan keputusan. 

• Tumbuhnya kesadaran kolektif di internal DKP terhadap pentingnya 

menyusun indikator berbasis outcome, bukan hanya output. 

Lebih dari sekadar penyelesaian administratif, aksi perubahan ini telah 

membentuk pondasi kuat menuju perencanaan pembangunan sektor kelautan 
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dan perikanan yang lebih terukur, berorientasi hasil, dan berdampak nyata bagi 

masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan. Dengan begitu, hasil dari aksi 

perubahan ini akan menjadi pijakan penting dalam transformasi kinerja 

organisasi ke depan. 

B. Saran 

Untuk memastikan keberlanjutan, perluasan manfaat, dan penguatan 

hasil dari pelaksanaan aksi perubahan, maka perlu dilakukan serangkaian upaya 

tindak lanjut yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Saran-saran ini 

dirumuskan dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi selama proses 

implementasi, kebutuhan organisasi dalam jangka panjang, serta peluang 

penguatan sistem kelembagaan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan 

kinerja. Dengan dasar pemikiran tersebut, berikut saran-saran yang dapat 

diimplementasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera 

Selatan: 

1. Dokumentasi dan Penetapan Kebijakan Internal 

o Perlu diterbitkan regulasi internal berupa pedoman/SOP resmi 

yang tidak hanya mengatur teknis penyusunan capaian kinerja 

berbasis data, tetapi juga menetapkan mekanisme verifikasi, 

validasi, serta pelaporan berjenjang. Dokumen ini menjadi rujukan 

operasional yang bersifat mengikat bagi seluruh unit kerja di 

lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya 

regulasi tersebut, sistem penyusunan capaian kinerja tidak lagi 

bergantung pada inisiatif individu atau proyek sesaat, tetapi 

menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang berkelanjutan dan 

terintegrasi. 
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2. Peningkatan Kompetensi SDM 

o Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan 

faktor kunci dalam menjamin keberhasilan transformasi sistem 

perencanaan dan pelaporan kinerja yang akuntabel. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan secara 

berkelanjutan yang difokuskan pada peningkatan kemampuan 

teknis dalam mengelola data, melakukan analisis kinerja berbasis 

indikator kesejahteraan, serta pemanfaatan teknologi informasi 

untuk pelaporan. 

o Selain pelatihan teknis, penting pula diberikan penguatan kapasitas 

manajerial kepada pejabat struktural agar memiliki kemampuan 

dalam menyusun perencanaan strategis, pengambilan keputusan 

berbasis data, serta kepemimpinan yang kolaboratif. 

Pengembangan ini dapat dilakukan melalui pelatihan tematik, studi 

banding, serta fasilitasi mentoring dan coaching di lingkungan 

kerja. 

o Untuk mendukung keberlanjutan kompetensi, Dinas Kelautan dan 

Perikanan perlu menjalin kerja sama dengan lembaga pelatihan, 

perguruan tinggi, dan instansi lain yang memiliki spesialisasi dalam 

bidang perencanaan, statistik, dan pembangunan sektor kelautan 

dan perikanan. 

o Perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan dalam hal pengolahan 

data, pemanfaatan indikator kesejahteraan, dan pelaporan kinerja 

berbasis teknologi. 

3. Digitalisasi Sistem Penginpudan baseline data 

o Pengembangan aplikasi sederhana berbasis Excel atau 

pemanfaatan platform berbasis Google Workspace seperti Google 

Form dan Google Spreadsheet perlu segera dilakukan untuk 

mempermudah proses input, penyimpanan, dan validasi data lintas 
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bidang. Google Form dapat digunakan sebagai alat input data 

lapangan oleh penyuluh atau UPTD, yang hasilnya langsung 

terhubung secara otomatis dengan Google Spreadsheet. Melalui 

sistem ini, data yang masuk dapat langsung dimonitor, diverifikasi, 

dan direkapitulasi secara real-time tanpa perlu proses manual. 

Selain meningkatkan efisiensi kerja, penggunaan tools ini juga 

mendukung transparansi dan integrasi data antar unit kerja serta 

memudahkan dalam evaluasi berkala oleh Sub Bagian 

Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP). 

4. Replikasi di Tingkat Kabupaten/Kota 

o Praktik baik ini perlu direplikasi melalui pembinaan teknis secara 

terstruktur kepada perencana di DKP kabupaten/kota agar 

terbentuk keseragaman dalam metodologi pengumpulan dan 

pengolahan data capaian kinerja. Hal ini bertujuan untuk 

menciptakan keselarasan indikator antara pemerintah provinsi dan 

kabupaten/kota, sehingga pelaporan dan perencanaan program 

dapat disusun secara sinergis dan saling mendukung. Dengan 

sistem data yang terintegrasi dan berkualitas, target-target indikator 

dalam dokumen perencanaan, seperti Renstra dan RPJMD, akan 

lebih akurat, harmonis, dan mencerminkan kebutuhan riil di setiap 

wilayah. Selain itu, konsistensi data juga akan memperkuat posisi 

provinsi dalam menyusun kebijakan sektoral yang responsif dan 

berbasis bukti. 

5. Penguatan Sinergi Lintas Lembaga 

o Perlu ditingkatkan kemitraan antara DKP dengan BPS, Bappeda, 

dan lembaga riset untuk menjamin integrasi data dan konsistensi 

indikator sektoral. Sinergi ini akan menghasilkan keselarasan antar 

data dan akurasi yang lebih baik dengan kondisi nyata di lapangan, 

menghindari terjadinya perbedaan sajian data seperti produksi 
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perikanan tangkap dan budidaya yang selama ini sering menjadi 

kendala dalam proses evaluasi dan perencanaan. Dengan basis 

data yang telah selaras antar wilayah dan instansi, maka indikator 

capaian kinerja dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perumusan 

program dan kegiatan yang tepat sasaran, berorientasi pada hasil, 

dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pelaku utama kelautan 

dan perikanan. 

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan sistem 

perencanaan dan pelaporan kinerja di sektor kelautan dan perikanan Provinsi 

Sumatera Selatan akan semakin efektif, efisien, dan berdampak luas bagi 

kesejahteraan masyarakat. 
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LAMPIRAN 

1. SK Tim Efektif 
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2. Rapat Tim Efektif 
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3. Perumusan Googel Form dan Google Spreadsheet untuk Baseline 

Data Online 
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4. Baseline Data Online
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5. Rapat Koordinasi Perubahan Renstra denga Bidang Teknis dan 
Perumusan indikator IBEI
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6. Rapat Dengan Validator Data Sektoral dan Penyuluh PPTK sebagai 
Pengampu Statistik Sektor Kelautan dan Perikanan 
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7. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Renstra 2025-2029 dengan Bappeda Prov 

Sumsel



 
 

 

 

117 
 



 
 

 

 

118 
 



 
 

 

 

119 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

120 
 

8. Berita Acara dan Notulen Pembahasan Renstra DKP 2025-2029 dengan 

Bappeda 
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9. Konsultasi dan Koordinasi Aksi Perubahan ke Mentor 
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10. Koordinasi Data Indikator dengan BPS Prov Sumsel 
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11. Berita Acara Rapat Koordinasi dengan BPS Sumsel 
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12. Dukungan Interen DKP Sumsel 
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13. Dukungan Bappeda Prov Sumsel 
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14. Dukungan Kepala Dinas Kab/Kota
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15. Sosialisasi Aksi Perubahan Melalui media sosial dan Grup Whats 
App 
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16. Potensi Replikasi dan Diseminasi Resntra DKP Oleh Kab/Kota
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